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BUPATI SAROLANGUN
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI SAROLANGUN
NOMOR lh TAHUN 2OL9

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM
BANTUAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN DESA/ KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MIHUT PTBAIIIBAH E{]TAII

BUPATI SAROLANGUN,

bahwa untuk melaksanakan dan meningkatkan efektivitas
dan efisiensi pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan
Desa/Kelurahan di Kabupaten Sarolangun agar dapat
berjalan lancar sesuai dengan tujuannya maka perlu
ditetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Bantuan
Percepatan Pembangunan Desa/ Kelurahan ;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Bantuan Percepatan
Pembangunan Desa/ Kelurahan ;

Undang-Undang Nomor 54 Tahun 7999 tentang
Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo,
Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 182, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 2OOO tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 54 Tahun L999 tentang
Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo,
Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3969);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2Ot4 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5ae5);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Al4 tentang
Pemerintahan Daerah {kmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2A14 Nomor 24+, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5537) sebagaimana telah
beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor
I Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor
Kelurahan (l,embaran Negara
2005 Nomor 159, Tambahan
Indonesia Nomor a588);

73 Tahun 2005 tentang
Republik Indonesia Tahun
I-embaran Negara Republik
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5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2oI1' Nomor
123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5539);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2oL4

tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik
indonesia Tahun 2014 Nomor 2A93\;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2074
tentang Pedoman Pembangunan Desa (Lembaran Negara

Republik indonesia Tahun ZAV Nomor 2A9a\;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 5 Tahun
2A14 tentang Program Bantuan Percepatan Pembangunal-r
Desa/Kelurahan Kabupaten Sarolangun ( Lembaran Daerah
Kabupaten Sarolangun Tahun 2A14 Nomor 5);

9. Peraturan Daerah Kalrupaten Saroiangun Nomor 5 Tahun
t,Arc tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
ilernbaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2016
Nomnr 5) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
riengan Peraturan Daerah KaLrupaten Sarolangun Nomor 2

?ahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 5 Tahun 2A16 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2A18 Nomor 2).

10. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 4 Tahun
2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
I{abupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2A19 (Lembaran
Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 20i8 Nomor 4):

MEIvIUTUSKAN :

MenetapKan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PROGRAM
BANTUAN PtrRCEPATAN PEMBANGUNAN DESA/ KELURAHAN

BAB I

KETENTUAN UMUIVI

Pasai 1

Dalam Peraturan Bupati ini 1,ang climaksud" dengan :

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Sarolangun adalah Bupati Sarolangi"rn dan
Perangkat Daerah Kabupaten Sarolangun sebagai unsur penyelenggaraan
pemerintahan daerah ;

2. Bupati adalah Bupati Sarolangun;
3. Dernan Penr.akilan Rakyat Daerah yang selanjutnl,a disebut DPRD aclalah

Badan Legislatif Daerah Kabupaten Saroiangun;
4. Badan Pengeloiaan Keuarrgan clan Aset Daerah yang seianjutnva di.singkat

BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Sarolangun;

5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjunya disingkat DPMPD
adalah Dinas Pemberda3raan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sarolangun;

6. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja ditingkat
Kecamatan dalam Kabupaten Sarolangun;

7. I)esa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah
yant beirvenang unturk mengatur dan menguru$ kepentingan masyarakat
setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan
dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
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8.PemerintahanDesaadalahPenyelenggaraanUrusanPemerintahanoleh
Pemerintahan Desa dan Badan Permu*y**u''"tan Desa d'alam mengatur dan

mengurus kepentingan masyarakat setemp"t' U"iOasarkan asal usul dan adat

istiadat setempat yang diakui dan dihormati daram sistem pemerintahan

Negara Kesatuan Republik Indonesia;

9. pemerintah O"*" adalah K;;;1" Desa dan Perangkat Desa sebagai Unsur

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

1O. Lurah adalah wilayah r<erja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten

dalam wilaYah kerja Kecamatan;
11. peraturan Desa adalah p.rrrJ.rg-undangan yang dibuat oleh BPD bersama

1r" [ffi:f ?J,li;-rawaratan Desa (BpD) atau di sebut dengan nama tain adalah

l,embaga yang melaksan;k; fungsi Pemerintahan yang Anggotanya

merupakrr, *,^f,if dari Penduduk Desa yang berdasarkan keterwakilan wilayah

dan ditetapkan secaara Demokratis;
1 3. Lembaga KemasYarakatan;
14. Aset Desa;
15. Musrenbang Deskes;
16. Tim Pengawas KabuPaten;
17. Tim Pengawas Kecamatan;
1g. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa/Kelurahan (PTPKD lK\;
19. Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP);

20. prtgram Bantuan Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan yang

selanjutnya disingkat P2DK adalah Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah

Kepada Pemerintah Desa/Kelurahan untuk membiayai kegiatan Percepatan
pembangunan DesalKelurahan dan Penanggr.rlangan Kemiskinan yang
dananya diluar Alokasi Dana Desa.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengaturan Program Bantuan Percepatan
dimaksudkan untuk memberikan kepastian
Lrantuan kepada Desa dan Kelurahan secara
Sarolangun.

Pasal 3

Program Bantuan Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan dimaksudkan
untuk mewujudkan pembangunan yang merata dan berkesinambungan yang
dimuiai dari desa ke kota.

Pasal 4

Penyelenggaraan Program Bantuan Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan
bertujuan untuk :

a. Meningkatkan partisipasi seluruh masyarakat, khususnya Masyarakat Pra
Sejahtera daiam pengambilan keputusan perencanaan, pelaksanaan,
pemantauan dan pelestarian pembangunan;

tl. Meningkatkan kemampuan lembaga kemas;rarakatan di desa dalam
perencanaan pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif
sesuai dengan potensi desa;

c. Melembagakan pengelolaan pembangunan partisipatif
mendayagunakan sumberdaya lokal ;

dengan

d. Mengernbangkan kapasitas pemerintahan deoa dalam momfagilitani
pengelolaan pembangunan partisipatif;

e. Menyediakan infrastruktur dasar;
f. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.

Pembangunan Desa/Keiurahan
hukum terhadap penyelengaraan
berkesinambungan di Kabupaten
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g. Mendorong terbentuk dan berkembangnya kerjasama antar desa'

h. Mengembangkan kerjasama antar pemangku kepentingan dalam upaya

p"rgu..tggulangan kemiskinan perdesaan'

Pasal 5

{1} Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan (P2DK) yang dikelola

bedasarkan asas-asas tranJparan,akuntabel,partisipatif serta dilakukan

dengan tertib dan disiplin anggaran'

(2) Program Percepatan Pembangunan D_esa/Kelurahan ^ 
(P2DK) adalah, ' p*riUi ayaa.,_ yang bersumber 

-dari APBD Kabupaten Sarolangun yang

dianggarkan "LU.f"i 
beianja langsung kegiatan pada SKPD terkait yang sesuai

dengi-n juknis kegiatan prograri Peicepatan Pembangunan Desa/Kelurahan
(P2DK).

BAB III

METODE

Pasal 6

(1) penyaluran dana Program P2DK dilaksanakan oleh metode pekerjaan
swakelola ke kelompok masyarakat yang diatur oleh naskah perjanjian
keq'a.Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Petunjuk Teknis Program
Bantuan Percepatan Pembangunan DesalKelurahan di Kabupaten
Sarolangun.

(2) Pekerjaan swakelola dari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari tingkat
kabupaten sampai dengan desa dan kelurahan sesuai dengan undang-undang
yang berlaku.

Untuk pengawasan pekerjaan
tingkat kecamatan dan Badan

BAB IV

PENGELOLAAN

Bagian I

Tim Pengawas

Pasal 7

swakelola dibentuk tim pengawas yang terdiri
Permusyawaratan Desa (BPD) .

dari

Bagian iI
Pasal B

Tim Teknis Pengelola Keuangan Desa/Kelurahan

(1) Untuk melaksanakan pekerjaan swakelola dibentuk tim pelaksa.na di setiap
desa/kelurahan.

(2) PTPKD /Kyang di pilih oleh musyawarah desa/kelurahan yang berasal dari
tokoh masyarakat, tokohpemuda dan mas}zarakat lain nya yang dianggap
cakap melaksanakan kegiatan yang di fasilitasi pemerintahan desa.

(3) PIPKDIK sebagaimana di maksud ayat (2) berjumlah s (lima) orang.
(4) PTPKD /Kyang terpilih di usulkan oleh kepara desa/lurah.
(5) PIPKD/K bertanggungjawab kepada kepala desa/lurah terhadap fisik

maupun keuangan di lapangan.
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BAB V

PETUNJUK TEKNIS PROGRAM BANTUAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN
DESA/KELURAHAN

Pasal 9

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Petunjuk Teknis Program Bantuan
Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan di Kabupaten Sarolangun.

Pasal 10

Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diuraikan lebih lanjut
dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 1 1

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 13
Tahun 2Ol7 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Bantuan Percepatan
Pembangunan Desa/Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 13
Tahun 20171di cabut dan dinl''atakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai beriaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Sarolangun.

Ditetapkan di Sarolangun
pada tanggal t( {anura' 2Ol9

BUPATI SAROLANGUN,

CEK ENDRA

Diundangkan di Sarolalgun
pada tanggai lf d&oh 2Ot9

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN,q.
THABRONI ROZALI

BERITA DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 201,9 NOMOR Ib

I!'tAB 0rTEil Tt KEBENARANi! YA

r{iP.'!s6rr lo rssloi ioge

I$BAG HUKUU DAN tlAJit4
$|IIAQ NASRI. SH
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LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SAROLANGUN

NOMOR lc rnnUN 2019
TANGGAL rE Jano iza9
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM PERCEPATAN
PEMBANGUNAN DESA i KELURAHAN KABUPATEN SAROLANGUN

nar I-Dfllf r
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Pembentu-kan Kabr:paten Sarolangun dengan tJndang-Llndang Nomor 54 Tahun
L999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten
Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagaimana telah diubah
.4onnon f Trrrlarrs-ITrr,-:lono FInm,rr 1A'T=l-'t:n OfIAf) tantano Fenrlt.>hon Alos. ITn;:lavrruqrrb a- rar-uii z-uv-J LEfiLiijl'd f-vt'Lltiixrair rrlao vii-uall'$-

Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun,
Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jarrrbi dan Kabupaten Tanjung jabung Tirrrur;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan
kewenangan kepada daerah (otonom) yang seluas-luasnya untuk meningkatkan
kesejahteraarL rnas3ralsfta1, baik melalui pembangunan sumber daSra manusia
maupun pengelolaan sumber daya alam dalam rangka pemberdayaafl masyarakat.

Mengingat hampir 90 o/o Daerah Kabupaten Sarolangun adalah perdesaan, serta
sebagian besar masyarakatnya pun hidup sebagai petani, harus diakui masyarakat
akan sangat kesulitan untuk menggarap dan mengangkut hasil pertanian dan
harus di aku"i masSrarakat desa sangat kesulitan untuk menggarap dan mengelola
berbagai petani yang ada di desa seperti pertanian, perkebunan, perikanan dan
potensi lainnya jika tidak di duk-rng dengan modal yang memadai. Upaya untlrk

'l^"'-:tiya han'us menggrii?akan pendekatan multi disipiin yang berdinter:sirrru r r@ 165 ur4rrSul

pemberdayaan. Pemberdayaan yang tepat harus memadukan aspek-aspek
penyadaran, peningkatan kapasitas, dan pendayagunaan.

Percepatan proses dan pemerataan pembangunan desa/kelurahan merupakan
upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat sekaligus peningkatan kepercayaan
mas;rparakat kepada pemerintah. Ini menjadi penting dan menjadi perhatian bagr
pemerintah sehingga menjadi prioritas arah kebijakan pembangunan.

r.Iiai Dranrart Dprr.+t,,ic,tt D+ml.aaai rhah T-la-^ lTf plttr.,a,',,ttt .'A41-,h +^*^-,.-^:,V itil l.l'ri'dii-lili i-€iC-vP'.nLiiif i--v1ii'r-iiiil't'Ltii'ctii IJC'oa7 rwaqr@rqrr atitii'.lii L€'IC'Aiiaifflyti

Desa/Kelurahan yang Maju dan Sejahtera. Maju berarti terpenuhinya
insfrastruktur dasar. Sejahtera berarti terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat.
Misi Program Percepatan Pembangunan DesalKelurahan adalah: (1) peningkatan
kapasitas masyarakat dan kelembagaannya; (2) pengefektifan fungsi dan peran
pemerintahan lokal; (3) peningkatan kuaiitas dan kuantitas insfrastruktur dasar
dan ekonomi masyarakat.

Dalam rangka mencapai visi dan misi Program Percepa-tan Pembangu-na-n
Desa/Kelurahan, strategi yang dikembangkan Program Percepatan Pembangunan
Desa/Kelurahan yaitu menjadikan Masyarakat Pra Sejahtera sebagai kelompok
sasaral-l, rneng.ratkan sistem pembang.lrran partisipatif, serta mengembangkan
kelembagaan kerjasama dalam desa/kelurahan. Berdasarkan visi, misi, dan
strategi yang dikernbangkan, maka Program Percepatan Perrrbangunan
Desa/Keiuraha.n iebih menekankan pentingnya pember(layaan sebagai
pendekatan yang dipilih. Melalui Program Percepatan Pernbangunan
Desa/Kelurahan diharapkan masyarakat dapat menuntaskan tahapan
pe mbe rdayaan yaitu te rcapainya ke mand irian d an keberlanj utan

pETLqvJUK T*w* ,EIAKSANAAN pR^GRAM pERCEpAtAN ,EMBA..GUNA* iirnufr-i*,u* ,.r'r,oru 1
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1,2. TUJUAN

L.2.1. T\_4r_ran Umum

T\-rjuan Umum Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan adalah untuk
rnening.L;.atkankresejahteraanmas5lan'ak*ar"desa/krel-urahan.

I .2.2. Tujuan khususnya

Tlrjuan khusus Program Percepatan Pembangunan Desa/ Kelurahan meliputi:
a. Meningkatkan partisipasi seluruh masyarakat, khususnya masyarakat pra-

seja-htera dalam pengambilan keputusa-n, perencana-a-n, pela-ksa-naan,
pemantauan dan pelestarian pembangunan

b. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam
perencanaar:, pelaksanaan, car-i pengendalian pembangunan secara par-tisipatif
sesuai dengan potensi desa

c. Melembagakan pengeiolaan pembangunan partisipatif dengan mendayagunakan
sumber oaya lokai

d. Mengembangkan kapasitas pemerintahan desa/kelurahan dalam memfasilitasi
pengelolaan pembangunan partisipatif

e. Menyediakan insfrastruktur dasar
f. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat

1.3. KELUARAN PROGRAM

Keluara,n Program Program Percepa-tan Pembangunan Desa/Kelurahan meliputi:
a. Terjadinya peningkatan keterlibatan Masyarakat mulai perencanaan sampai

dengan pelestarian
h. Tr-.r-1.e.znha-rra.n-za. si.s,fe-n':. t-,e.r-nhansr.tna-i1. t'rartis.i.na-fif di rle.s,a- /ke.l.r.lfahan-J . I _vi ivala subka

c. Terjadinya peningkatan kapasitas pemerintahan desa/kelurahan dalam
memfasilitasi pembangunan partisipatif

d. Berfungsi dan bermanfaatnya hasil kegiatan Program Percepatan Pembangunan
Desa/ Kelurahan bagi masyarakat.

1.4. PRINSIP DASAR PROGRAM PERCEPATAN PEMBANGUNAN
DESA/KELURAHAN

Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan mempunyai prinsip atau nilai-
nilai dasar yang selalu menjadi landasan atau acuan dalam setiap pengambilan
keputu-san maupun tindakan yalr'g akan dia-mbil dala-m pelaksana-an rangkaian
kegiatan Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan. Nilai-nilai dasar
tersebr-rt diyakini mampu mendorong terwujudnya tujuan Program Percepatan
Pembar:gunan Desar/ Kelui'ahan.

Prinsip-prinsip itu meliputi:
a. Tanggung Jawab aoalah bahwa oaiam penyeienggaraan program bantuan

dengan pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang
sebesar-besarnya bagi keseiahteraan dan mutu hidup masyarakat
desa/kelurahan.

b. Keberlanjutan adalah bahwa dalam setiap pengambilan keputusan atau
tindakan pemba-ngr-rnan, mula-i dari t-ahap perencanaan, nelaksanaan,
pengendalian dan pemeliharaan harus mempertimbangkan kepentingan
masyarakat dan usaha peningkatan kesejahteraan desa/kelurahan untuk masa
i'ang a,kan datang.

c. Manfaat adalah bahwa penyelenggaraan program bantuan memberikan manfaat
sebesar-besarnya,iemi kepentingan umurn.

d. Keadiian adalah pemberian bantuan harus mencerminkan keadilan secara
prcporsional bagi setiap masyarakat desa/kelurahan.

PEruNJUKTEKNIS PEUIKSANNAN PROGMM PERCEPATAN PEMBANGT]NAN DESA/KELT]MHAN T.A 2OI9 2
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e. Kesadaran adalah bahwa melalui pemberian bantuan menumbuhkan kesadaran
masyarakat desa/kelurahan dalam mendukung percepatan pembangunan
desa/keluraha-n.

f. Kebersamaan adalah bahwa pemberian program bantuan mendorong peran
masyarakat desa/kelurahan untuk bersama-sama mewujudkan kesejahteraan
o,-- --.-ro -o !--+l A a< + I l-o1. rr',-h o niarauJ 4r ql\qL uvuq/ r\vlql 4rlqlrr

g. Berorientasi pada masyarakat pra sejahtera adalah segala keputusan yang
diarnbil berpihak kepada masyarakat pra sejahtera.

h. Partisipatif adaiah masyarakat berperan secara aktif ciaiam proses atau aiur
tahapan program dan pengawasannya, mulai dari tahap sosialisasi,
perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian kegiatan dengan memberikan
sumbangan tenaga, pikiran, atau dalam bentuk materil.

i. Demokratis adalah masyarakat mengambil keputusan pembangunan secara
mlrsyarawah dan mufakat.

j. Transparansi dan akuntabel adalah masyarakat memiliki akses terhadap segala
informasi dan proses pengambilan keputusan sehingga pengelolaan kegiatan
dapat dil.aksanakan secara terbuka dai-r dapa+" dipertangg'.rrigia.,rabkan baik
secara moral, teknis, legal, maupun administratif.

k. Frioritas adalah masyarakat memilih kegiatan yang diutamakan dengan
mempertimbangkan kemendesakan dan kemanfaatan untuk pengentasan
kemiskinan.

BAB II
KETENTUAN UMUM

Program P2DK yang dianggarkan oleh APBD Kabupaten Sarolangun untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan, prinsip, kebijakan,
prosedur d-an mekanisme Program Percepatan Pemba-ngunan Desa/Kelurahan
tercapai yang dilaksanakan secara benar dan konsisten.

2.I. PERAN PELAKU

2.1.2. Pelaku di desa/kelurahan

Kepala Desa/Kelurahan adalah sebagai Pelaksana kegiatan Prcgram P2DK yang
t:1 ^7--^-^^7-^-^ lj .Ji r\^-^ Jt--^1---^1^^^ t^^ ^^7^^-^: i^^-.jl---!,Ltrlir.l(trir,rrii6.ir.rr (ll ur rJcsiL/ r\clLlli1"rralll LlcrrB,ir.rr LLrEir.li litruir.Eiar utrlllLLlL
1. Melakukan pengawasan administrasi yang dilakukan terhadap dokumentasi

peiaksanaan kegiatan dan peiaporan;
2. Pengawasan keuangan yang mencakup cara pembayaran serta efisiensi dan

efektifitas penggunaan keuangan;
3. Memfa.silitasi penyelesaian masalah tingkat Desa/Kelurahan;

2.1.3. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa/Kelurahan (PTPKD/K)
1. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan DesalKelurahan dibentuk

berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa/ Lurah;
2. PTPKD/K minimal berjumlah 3 (tiga) dan maksimal berjumlah (5) lima orang

terdiri dari:
1. Sekretaris Desa/Kelurahan
2. Kepala Dusun / Kaur/ kasi
3. Bend-ahara

3. PTPKD/K bertanggung jawab kepada kades/lurah terhadap hasil pekerjaan;
4. PTPKD/K bertanggung jawab penuh terhadap fisik di lapangan;
5. PTPKD/K Bukan merupakan keLua-rga terdekat kepala- desa flsteri, Saudara

Kandung, Ipar, anak dan menantu).

O 1 L DDIfD2.L. t. I r lar

PPHP adalah Kades/lurah yang bertanggung jawab terhadap aset P2DK

1) Kepala Desa/Lurah
Kepala Desaf Lurah sebagai pembina dan pengendali kelancaran serta
keberhasilan pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan
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di desa/kelurahan. Bersama Badan Permusyawarahan Desa / Lembaga
Pemusyawarahan Masyarakat, Kepala Desa/Lurah menyusun peraturan dan
mendttkung te{adinlra proses pelembagaan prinsip dan prosednr Program
Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan sebagai pola pembangunan
partisipatif, serta pengembangan dan pelestarian aset Program Percepatan
Pembangman Desa/Kel';rahan i-.ang telah ad.a Ci desa/krel=;rahan.

Badan Pernusyawar"ahan Desa (BPD/LPM atau sebutan lainnya)
Dalam peiaksanaan Program Percepatan Pembangunan DesalKelurahan,
BPD/LPM (atau sebutan lainnya) berperan sebagai lembaga yang mengawasi
proses dari setiap tahapan Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan,
termasuk sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian di
desa/kelurahan. Selain itu juga berperan dalam melegalisasi atau mengesahkan
peraturan desa,/ftelr-rrahan -Yang berkaitan dengan pelembagaan dan pelestarian
Program Percepatan Pembangunan Desa/ Kelurahan di desa/ kelurahan.

Pelaksana Teknis Fengelolaan Ke uar-rgan Desa / K.el'.ii'aha (PTPKD i K)
Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa/Kelurahan (PTPKD/K) adalah
Sekretaris Desa/iurah sebagai Koordinator Peiaksana Teknis Keuangan
Desa/Kelurahan, Kepala Seksi/Ur.usan bertindak sebagai pelaksana kegiatan
sesuai dengan bidangnya dan Bendahara yang dijabat sebagai Kepala
Seksi/Kepala Urusan Keuangan atau bendahara Kelurahan.

Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa/Kelurahan (PTPKD/K)
mempunyai peran melaksanakan identifikasi permasalahan dan potensi sumber
dalra ]rang dapat dikemb,angkan untrrk mendukung Program Percepatan
Pembangunan Desa/Kelurahan bersama dengan aparatur pemerintahan
desa/kelurahan dan komponen masyal"sfts1 lainnya. Men5rusun rencana
perrgembaTL3ar\, raelak'.rkaa kegia'tan rn..isyar.var'ah desa/ke1..rrahan C.alarrr
menentukan kegiatan yang akan dijalankan, merumuskan mekanisme
pengeloiaan, menyusun laporan kegiatan Program Percepatan Pembangunan
Desa/Kelurahan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan,
mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan di desa/kelurahan, mengelola
administrasi dan keuangan Program Percepatan Pembangunan
Desa/Kelurahan.

Kelompok Masyarakat
Kelompok masyarakat adalah kelompok yang terlibat dan mendukung kegiatan
Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan, baik kelompok sosial,
Llelornpc-L: ekonorai maupurr kelcrnpok perernpi.rari. Termas-ul:. sebagai kelompok
masyarakat misalnya kelompok arisan, pengajian, kelompok ibu-ibu PKK,
kelompok usaha ekonomi, kelompok perrgelola air', kelorrrpok pengelola pasar
ciesa, dan sebagainya.

5) PPHP
Kepala Desa/Lurah, Sekretaris Desa/Lurah atau perangkat Desa/Kelurahan
bertanggungiawab terhadap aset P2DK sebagai Tim PPHP (Pejabat Pembuat
Hasil Pekerjaan).

2.L.2. Pelaku di kecamatan

Pelaku di kecamatan adalah pelaku-pelaku Program Percepatan Pembangunan
DesalKelurahan yang berkedudukan di kecamatan. Pelaku di kecamatan meliputi:
i) Camat

Camat sebagai tim monitoring dan evaluasi tingkat kecamatan dalam kegiatan
Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan berperan daiam
melakukan pembinaan kepada desa/kelurahan di wilayah kecamatan. Selain
itu camat juga bertugas untuk rnernbuat Surat Penetapan Camat (SPC) tentang

vt

4l
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usulan-usulan kegiatan yang telah disepakati untuk didanai melalui Program
Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan dan membuat Surat Rekomendasi
Pengajuan Pencairan Da-na melalui Dokr-r-men Perencanaan yang dibuat oleh
Tim Pelaksana Program di desa/Kelurahan yang telah diverifikasi oleh
Pendamping Kecamatan {Konsultan), Pendamping Kabupaten (Konsultan) serta
'diLetahui l..asi PMD ata..-r pejabat l..=-ca:aratarr yalr^g Ci+"unjuk .

2l Kasi PMD atau Pejabat yang ditunjuk
Kasi PMD atau pejabat )/ang ditunjuk ber-peran mulai dari tahap perencanaan,
pelaksanaan, pengawasan dan pelestarian kegiatan Program Percepatan
Pembangunan Desa/Kelurahan di kecamatan. Selain itu melakukan
*.-.^ita*;e-.; dan evalirasi kegiatan Program Percepatani Pernbang.inanIITUIIIL\J1 TTIS

Desa/ Kelurahan di wilayah kecamatan.

3) PendampingKecamatan(Konsultan)
Pendamping Kecamatan adalah pendamping masyarakat dalam melaksanakan
Prcgram Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan. Peran Pendamping
l1^4^'#r-+4-- aC.alah memfasilitasi masyarakat dalam setiap tahapan Programr\s\-d-Ltlir. La,"r r

Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan pada tahap sosiaiisasi,
perencanaan, peiaksanaan, dan peiestarian, seiain itu juga berperan dalam
membimbing pelaku-pelaku Program Percepatan Pembangunan
Desa/Kelurahan di desa/kelurahan dan kecamatan serta memastikan setiap
pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat.

2.1.3. Pelaku di kabupaten

Pelaku di kabupaten adalah pelaku-pelaku Program Percepataa Pembangunan
Desa/Kelurahan yang berkedudukan di kabupaten. Pelaku di kabupaten meliputi:

1) Bupati
Bupati sebagai Tim Monitoring dan Evaluasi Program Percepatan
Pembangunan Desa/Kelurahan berperan dalam mengevaluasi hasil
pelaksanaan Program Percepatan PembangLii'ran Desa/I{elurahan dan
menentukan arah kebijakan dan keberlanjutan program.

2l Tim Monitoring da-n
Desa/Kelurahan

Evalu-asi Program Percepatan Pemba:tgr:-nan

Tim Monitoring dan Evaluasi Program Percepatan Pembangunan
Desa/Kelui'ahan ditetapkan dengan Keputusan Bupati untuk melakukan
pembinaan dan fasilitasi demi keberhasilan Program Percepatan Pembangunan
Desa/Kelurahan. Tirrr Monitoring dan Evaluasi Program Percepatan
Pembangunan DesalKeiurahan juga beriungsi daiam memberikan dukungan
koordinasi program antar instansi, pelayanan dan proses administrasi di
tingkat kabupaten.

3) PendampingKabupaten(Konsultan)
Pendamping Kabupaten adalah tenaga profesional yang berkedudukan di
tingkat kabupaten. Peran Pendamping Kabupaten adalah rnemfasilitasi
pelaksanaan tahapan Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan di
lapangan yang difasilitasi oleh Pendamping Kecamatan dan rnemfasilitasi
pererlcanaan koordirratif di tingkat kabupaten. Pendarrrping Kabupaten harus
memastikan setiap tahapan pelaksanaan Program Percepatan Pembangllnan
Desa/Kelurahan dapat selesai dengan baik, tepat waktu dengan tetap mengacu
paoa prinsip oan proseour Program Percepatan Pembangunan
Desa/Kelurahan. Pendamping Kabupaten juga berperan dalam memberikan
bimbingan atau dukungan teknis kepada pelaku Program Percepatan

Pembangunan Desa/Kelurahan di kecamatan dan desa/Kelurahan, serta
mendorong munculnya forum lintas pelaku atau sejenisnya, sebagai media
pembelajaran pemberdayaan masyarakat. Dalam menjalankan perannya,
Pendamping Kabupaten harus melakukan koordinasi dengan dinas/instansi
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yang ada di kabupaten. Pendamping Kabupaten terdiri dari Ahli Teknik, Ahli
Peternakan, dan Ahli Kemasyarakatan.

Ahii Teknik Kabupaten dengan latar beiakang teknik acialah tenaga konsultan
teknik dan manajerial profesional yang berkedudukan di tingkat Kabupaten
dan berperan sebagai supervisor atas hasil kualitas teknik kegiatan
pembangunan prasarana perdesaan pada perencanaan desain dan RAB, survei
dan pengukuran, pelaksanaan, serta operasi dan pemeliharaan. Ahli Teknik
Kabr:paten harus memastikan pelaksanaan kegiatan prasarana selesai dengan
kualitas baik, selesai tepat waktu, dan tetap mengacu pada prinsip dan
prosedur Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelrlrahan serta sesuai
kaidah ata,; etanC.ar teknik pracarana. F,hli Teknik Kab-apatere juga berperan
dalam memberikan bimbingan atau dukungan tentang kaidah dan standar
teknis prasarana perdesaan kepada pelaku Program Percepatan Pembangtrnan
Desa/Kelurahan di kecamatan, keiurahan dan desa.

Ahli Peternalan Kabupaten dengan latar belakang peternakan adalah tenaga
k-oasultan Fe-ternakan prtfesioaeJ yang berked':d'.rkan d'i tingk-at kab=;paten
dan berperan sebagai supervisor atas hasil kualitas peternakan pada
perencanaan desain dan RAB, pelaksanaan, dan pemeliharaan. Ahli
Peternakan Kabupaten harus memastikan pelaksanaan kegiatan ternak selesai
dengan kualitas baik, dan tetap mengacu pada prinsip dan prosedur

Drncram D+rnan+f'-n Dorz'.Lrano-,.r.r1.a.?1 T)es.a !I{e1.r.:1rq.h.o.*,.,. Ah.li PefeTn-a|1611r av6rqrtr r vrvvl/qlqrr l vrrrvqf6qrrqr uvgql r\v^ur4rqrr.

Kabupaten juga berperan dalam memberikan bimbingan atau dukungan
tentang kaidah dan standar ternak kepada pelaku Prograrrr Percepatan
Pembangunan Desa/Keiurahan di kecamatan, keiurahan dan desa.

Ahli Kemasyarakatan Kabupaten adalah tenaga konsultan pemberdayaan
masyaraka-r- yang berked.iiC.ukai"r di tirrgkat kab-upaten iran berperan dalam
memberikan bimbingan atau dukungan tentang pemberdayaan masyarakat
kepada peiaku Program Percepatan Pembangunan DesalKelurahan di
kecamatan, kelurahan dan desa. Ahli Kemasyarakatan Kabupaten memastikan
pelaksanaan kegiatan harus melibatkan pera.n masyarakat dalam seluruh
tahapan program dengan mengacu pada prinsip dan prosedur Program
Percepatan Pembangunan Desa/ Kelurahan.

2.2. SASARAN PROGRAM PERCEPATAN PEMBANGUNAN DESA/KELURAHAN

2.2.1. Lokasi Sasaran
Lokasi sasaran Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan meliputi
seh-rruh De sa / Keluraha:r di Ka-bupaten Sarola-ngun.

2.2.2. Kelompok Sasaran:
a. Masyarakat Pra Sejahtera di perdesaan/kelurahan,
b. Kelembagaan mas5,'arakat di perdesaan/keli.irahan,
c. Kelembagaan pemerintahan desa/kelurahan.

2.3. PENDANAAN PROGRAM PERCEPATAN PEMBANGUNAN DESA/KELURAHAN
Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan merupakan program
Femerintah Daerah yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

2.3.1. Sumber dan Ketentuan Alokasi Dana Program Percepatan Pembangunan
Desa/Kelurahan Sumber dana berasal dari:
a. Anggaran Pendapatan dan Bel.anja Daerah (APBD)

b. Swadaya masyarakat
c. Partisipasi dunia usalea

2.3.2.Disesuaikan dengan tingkat keberhasilan pelaksanaan sebelumnya Alokasi
dana program per desa/kelurahan adalah sebesar Rp.2OO.OO0.OOO.- (Dua
Ratus Juta Rupiah).
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2.3.3.Kebutuhan Operasional Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan
Desa/Kelurahan di desa/kelurahan diberikan bantuan dana dari Program
Percepa-tan Pembanglrnan Desa/Kelura-han ma&sima-l lima persen (5%) dari
dana Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan yang dialokasikan
dengan ketentuan sebagai berikut :

c IJnn.rra *i=.o I T n -=**i{ l{-io,/^\.q. l rvrrur qL LqLLL I llruvtr Lll lvv / w, ,

b. Belanja Alat T\rlis {2Oo/ol;
c. Belanja idakan Minum (1O%);
d. Beianja Cetak dan Penggadaan (1Oo/o).

2.4. -TENIS KEGIATAN

Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan untuk peningkatkan ekonomi
masyarakat yang akan dilaksanakan dan di putuskan melalui musyawarah
desa/kelurahan-

Mengingat program ini lebih diutamakan untuk kegiatan-kegiatan yang
bermanfaat bagi masyarakat Pra Sejahtera dan berdampak langsung dalam
Peningkatan Kesejahteraan bukan di bagikan untuk kepeotingan pribadi di
Prioritaskan, Peremajaan Tanah Kas Desa (TKDI, Tanah Ulayat Desa dan Lahan
Tidur yang bisa di kembangkan dan berdauopak pada Peningkatan Pendapatan
Asli Desa.

Untuk jenis-jenis kegiatan program di desa lebih diprioritaskan pada Kegiatan
bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kegiatan ekonomi lain
yang bermanfaat/Usaha Mikro Kecil dan Menengah, sedangkan jenis-jenis kegiatan
untuk di keluraha-n lebih diprioritaskan untuk pemherdayaan ekonomi masyarakat.
2.4.1. Bidang pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan;

2.4.2.Pe1aksana Teknis Pengeioia Keuangan Desa/Keiurahan dengan diciampingi
oleh Pendamping Kecamatan dan Pendamping Kabupaten (Konsultan) dalam
proses pengadaan perlu memperhatikan spesifikasi sesuai aturan yang
berlaku.

1) Hortikultura
Bibit tanaman hortikultura dan spesifikasi teknis sebagai berikut:
a. Cabe

o Benih kering
o Daya tumbuh diatas 90%o
. Berlabel
. Punya lahan minimal 3 Ha dan berkelompok

b. Bawang Merah
o Jarak tanam i5 X 15 cm atau i5 X 20 crn atau 20X2O cm
. Lahan dataran tinggi jarak tanam lebih renggang
o Lahan dataran rendah jarak tanam lebih rapat
. Tiap lebar bedeng dapat di tanami dengan 4-6 baris tanaman bawang

merah
c. Pisang ba-rangan

r Jarak tanam 2mX2lr:
o Bibit anakan
o u'unllah daun 3-7 heiai

d. Kacang tanah
o Benih kering
o Daya tumbuh diatas 90%
o Berlabel

e. Peremajaan kebun TKD, Tana1. Desa,Lllayat dan sebagain;ra, disesuaikan dengan
potensi desa masing-masing

f. Bibit karet dan bibit savrit (di gunakan untuk tanah TKD)
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g. Bibit jeruk lemon (berlabel)
. Tinggi batang 40 - 5O cm
c Dalam polyhag
o Bebas hama penyakit (sehat)
c Surat keterangan sumber bibit
o Perbanyakan meiaiui steklcangkok

Bibit tanaman palawija sebagai berikut :

a. JagungTernak
o Benih kering
c Da-ya- tr:mbuh dia-tas 9Aoh
o Berlabel

b. Padi sawah
o Varietes
. Benih label biru
o Benih tanaman padi
o Daya tumbuh diatas 80-90 %

c. Kacang panjang
. Benih kering
. Daya tumbuh diatas 9A o/o

c Berlabel
d. Kacang ketiele

. Benih kering

. Daya tumbuh diatas 90 o/o

. Berlabel
e. Jahe merah

. Benih dalam bentr_:-k fi_rnas

. Daya tumbuh diatas 9O%

. Tidak berlabel

. Media tanam polly bag/karung

2) Bibit kopi dan nilam

Bantuan bibit kopi dan nilam untuk masyarakat dan diberikan kepada
masyarakat yang telah memiliki lokasi perkebunan bantuan dengan speksifikasi
sebagai berikut :

a. Bantuan Bibit Kopi dengan spesifikasi sebagai berikut:
. Klon Arabika : 5795, USDA 762, Andung Sari-1, Sigarar Utang
o Klon Robusta : BP 308, BP 42, SA 436, BP 234
. Umur bibit 8-12 bulan
o Tinggi 2A-4O Cn
o Jumlah minimal daun tua 5-7 warna hijau tua
o Jumlah cabang primer 1

o Diameter "oatang 5-6 cm
o Bebas hama penyakit
o Ukuran polybag 15 X 20 Cm
o Bibit label biru diterbitkan oleh instansi berwenang

b. Bantrran Bibit Nilam denga:r spesifikasi sebagai beriha+.:
. Tinggr bibit 3O cm
. Media poiy bag ukuran 5 cm X 10 CM
o Media tanam top soil + pupuk organik
o Budidaya vegetative cara stek pucuk
c Pertranlrakan stek batang atau kultur jaringan

PETI.IrrJUKTEKNIS PELAKSANAAN PROGR,4M PERCEPAT,4N PEyIBAI{CUN.AN DESA/KELURAITAN T...4 2AIg 8



IilITU? PIRAI UilAil IIIIT' AII

3) Ternak Sapi dan Kerbau
PTPKD/K dengan didampingi Pendamping Kecamatan dan Pendamping
Kabupaten (Konsr-rltan) dalam melaksanakan kegiatan dengan memperhatikan
spesifikasi sebagai berikut:

a) Ternak sapi
. Berasal dari dalam dan luar desa/kelurahan penerima Program

Percepatan Pembangunan Desa Kelurahan
r Sehat dan bebas penl,akit menular diruratakan oleh dokter hewan dan

memiliki SKKH dari daerah asal hewan
o Bebas cacat fisik
. Bebas cacztt aiai reproriuksi
o Persyaratankuantitatif
. sebelum pembelian ternak harus berkonsultasi dengan Dinas Perikanan

dan Peternakan
. di sediakan obat-obatan ternak oleh Desa yang bersangkutan

No Umur
(bulan)

Parameter Kelas
I

Kelas
II

Kelas
IU

1
L Q=*i Eefi* ouqlJr uv Lrr rq

>24 bulan
Lingkar Dada ldinimuir:
Tinggi Pundak Minimum
Paniang Badan lVlinimum

7+7
109
11s

135
103
ta7

1/)r\I\)U
97
101

2 Sapi Jantan
>36 bulan

Lingkar Daoa Minimum
Tinggi Pundak Minimum
Panians Badan Minimum

189
127
132

173
t2r
r25

767
115
118

b) Ternak kerbau
. Berasal dari dalam dan luar desa/kelurahan penerima Program

Percepatan Pembangunan Desa Kelurahan
o Sehat dan bebas penyakit menular dinyatakan oleh dokter hewan dan

memiliki SKKH dari daerah asal heq,'an
. Seirat dan bebas ciar-i segaia cacat fisik
o Bebas cacat alat reproduksi
o Persyaratankuantitatif
. Sebelum pembelian ternak harus berkonsultasi dengan Dinas Perikanan

dan Peternakan
. di sediakan obat-obatan ternek oleh Desa yang bersangkutan

Nc Umur (bulan) Parameter Ukuran (cml
I l,r^^1^^-- D^f:.l\eIUaU idel1h?

>36 bulan

ftt:- 
--: T'r- --. -l ^ 1- r r:-.-:-.^- --^-r urB,Er r ulr(lir-l( rvrrlr-tlrl(tur

Panjang Badan Minimum
Lingkar Dada Minimum
Tinsgi Pingzul Minimum

11-I 1.J

120
170
113

2 Kerbau Jantan
>3O bulan

Tinggr Pundak Minimum
Panjarrg Badan Minimum
Lingkar Dada Minimum
Tinggl Pinggul Minimum

120
t25
190
118

c) Penggemukan ternak sapi/kerbau
a. Jenis ternak sapi atau kebau
b. Jenis keLarnin jantan
c. Pola pemeliharaan secara intensif
d. Umur ternak yang ideal antara 1,5 - 2,5 Tahun
'-' c^1--'+ -'ang di nyatakan dengat sura'r- keteraagaa keseleaian kre'wan {SKKH)u. uurrqL J

dari daerah asal ternak
i. Sehai dan bebas dari cacat fisik
g. T'ersedia pakan ternak yang cukup (hijauan dan konsentrat), pakan
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h.di berikan air minum secara ad libitum ltidak terbatas
i. di sediakan obat-obatan ternak (obat cacing,mineral dan vitamin ternak)
j. Sebelum melaksana-akn kegiatan penggemr-r-kan ternak lakuka-n konsultasi

dengan instansi teknis terkait

,{ ! V al o=r'zlra -, I^1oo .' i 'u, r\vrqJ qr\(.!r

Pengadaan ternak sapi/kerbau perlu mempertimbangkan kesesuaian lokasi
dan potensi daerah, kerrrarnpuan, keterampilan dan daya manusia calon
peternak

c) setiap pembelian harus memiliki surat keterangan kesehatan hewan (SKKH)
dari Daerah asal pembelian ternak

d) Penggemukan ternak
e) setiap kepala desa (kades) yang membeli hewan ternak sapi dan kerbau harus

berkoordinasi dengan dinas peternakan dan perikanan kab. sarolangun dan
selesai pembelian ternak harus di laporkan ke dinas peternakan dan
perikanan kab. Sarolangun

Selain spesifikasi tersebut diatas, terdapat beberapa hal yang juga diperhatikan
dalam pelaksanaan kegiatan ternak sapi,kerbau yaitu sebagai berikut :

a. Kelayakan lokasi
Pengadaan sapi/kerbau perlu mempertimbangkan potensi daerah sebagai
lokasi pengembangan terna-k sapi/kerbau. Kecamatan Limun. Kecamatan
Cermin Nan Gedang, dan Batang Asai dengan potensi ternak kerbau,
sedangkan Kecarnatan Singkut, Kecamatan Pelawan, Kecamatan Pauh,
Kecar'natan iv{andiangin, Keeamatan Air- Hitar::r, Kecarnatan Bathin rullll, dan
Kecamatan Sarolangun diluar wilayah perkotaan dengan potensi ternak sapi.

b. Kelayakan petani/peternak
- Petani memiiiki tempatllokasi untuk pemeiiharaan ternak oan buoioaya
- sanggup menyediakan kandang
- sanggup menyediakan pakan dan air dalam jumlah cukup dan kontirryu

c. Potensi sumber pakan wilayah
- Ketersediaan hijauan seperti rumput atau legume (daun dan jenis kacang-

kaea-ngan)
- Limbah hasil pertanian atau perkebunan
- Pakan buatan

5) Budidaya perikanan

Adapun spesifikasi minimal perikanan Budidaya untuk dikembangkan adalah
-^l^^ -^: 

'..^-it---!-scuir.tar utrl 1r1.Lt L.

a) Budidaya Ikan Nila dan Ikan Mas dengan sfesifikasi sebagai berikut :

. Ukuran Kolam minimal 2OA M2 ( kolam tanah atau permanen)cv xcv

. Tinggi atau dalam Kolam minimal 1 m
r Kolam dipagar
. Kolam tidak kebanjiren sa-a-t musim huja.n
. Kolam dapat dikeringkan
. Debit air cukup sepanjang tahun dan mengalir
o Benih ukuran 8 - 12 Cm
o Padat tebar benih ikan 5- 10 ekor per M2
o Pakan /pelet mengandung kadar protein 28 o/o - 30 o/o

o Pakan tidak kadaluarsa dan tidak berjamur
. Sebelum melaksanakan kegiatan menu P2DK harus berkonsultasi dengan

Dinas instansi terkait (Dinas peternakan dan per'ikanarri
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b) Budidaya Ikan lele
r Ukuran kolam minimal lO M2 (Kolam tanah atau permanen) disesuaikan
o Tinggi atau de'lam kolam rninirna! 1 m
o Kolam dipagar
o Kolam tidak kebanjiran saat musim hujan
o Koiam dapat dikeringkan
. Benih ukuran tiga inchi
o Padat tebar benih ikan 2OO ekor per M2
o Pakanlpelet mengandung kadar protein 28 % - 30 o/o

. Pakan tidak kadaluarsa dan tidak berjamur

. Scbci'"iii', mclaksanakan kcgialan ir,cirr'Lr P2DIi. har.is bcrkonsiiltasi dcngan
Dinas instansi terkait (Dinas peternakan dan perikanan)

b) Budidaya Ikan Patin
o Ukuran kolam (kolam tanah atau permanen) disesuaikan
. Tinggi atau da-lam kolam minima-l 1 m
o Kolam dipagar
o Kolarn tidak kebanjiran saat rnusim hujan
o Koiarn dapat ciikeringkan
o Benih ukuran tiga inchi
o Padat tebar benih ikan 2OO ekor per M2
o Pakan /pelet mengandung kadar protein 24 o/o - 26 o/o

o Pakan tidak kadaluarsa dan tidak berjamur
o Sebelum mela-kse-nakan keglatan menl-l P2DK han-rs berkonsultas.i clengan

Dinas instansi terkait (Dinas peternakan dan perikanan)

rr--!--!- r'-^!^* Biopiok dalani Budii.aya Perikanan tidak di petbolehkan apa\JrLLLr.ll, r\tjlir-r

pun alasannya, harus mengikuti Juknis P2DK yang ada.

Untuk kegiatan bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan,
diharuskan melaksanakan Sub kegiatan berupa peningkatan kapasitas program
dalam bentrrk kegiatan bimbingan dan pelatihan.

2.4.3. Kegiatan ekonomi lain yang bermanfaat/usaha mikro kecil dan menengah;

1) Alat produksi ekonomi kreatif
a) Peralatan kerajinan batu

+ I\desin pctcng batu
r ivf,esitr gerirrtia
. Mesin bor (pelobang batu)
o Pisau pembelah
o Pisau pemotong

b) Peralatan jahit
r Mesin jahit
o Mesin obras
. Pelobang kancing
o Mesin jahit serbaguna
o Mesin bordir

c) Peralatan mesin panggang/peking makanan
o Antimatic vacum (seater tajam)
. Impluse sialing (seater tajam)

d) Peralatan pembuatan kuliner
o Mesin sealer
o l\4esin bear
o Oven bear
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IilITW PIRAIUNTN BUFAII

o Mesin peniris minyak
o Kompor
o Baskom
o Kuali
o Mesin pengaduk dodol
o Mesin parut- kelapa
Peralatan Batik
. Cap batik
o Danciang untuk larut
o Cantung tulis
o Gawangan
. Tungku dan bak perebus
o Kompor batik
Peralatan kerajinan anJ/aman (anyaman bambu, rotan.. pandan)
. Gergaji
o Pisau
o Aiat pembelah rotan
o Mesin pembelah pandan
o Aiat pembelah bamboo
o Bor
o Kompor
o Panci
o Baskom
o Gunting
o Sarung tangan

g) Peralatan kerajinan kulit kayu terap
o Mesin giling kulit kryu
. Bak perebus
o Kayu pemukul
. Mesin sinso
o parang
o Mesin pengupas kr,rlit
o Mesin jahit
o Gunting

2) Teieda peciagang kaki lima
. Atap plastik/terpal
. Tiang besi/kayu
. Rangka kayu/besi
. Ukuran 3 x a sld 4 x 8 meter
o Biaya Rp. 5OO.OOO,- s,/d Rp. 8O0.OOO,-

3) Gerobak pedagang keliling/kaki lima
. Atap seng
. Dinding kaca/Plat Aiuminium kaca
. Rangka kayu
o Roda dua (1 set)
. Ukuran P = l2O cmL:60 cm T 180 cm
. Biaya Rp. 3.000.000,- s/d Rp. 5.000.000,-

4! Gerobak dan Tenda Modern Komplit
. Bahan : Terpal, besi, plat galvanis, alumunium komplit
. Ukuran4x8M
" Biay'a Rp.iO.OOO.OCO,- s/d 1S.OOC.OOO,-

5) Alat pertukangan
o Ketam, mesin
r Gergaji, mesin
. Pahat (bobok)

e)
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. Bor kayu

. SuSu duduk
o Mesin plener
r Jetsu

ta\ A1^4 r^-.1 ^^-7-^^^^(J, f1'ri1L rgr rtrrrErri.iLpilrr
o Peralatan bengkel motor
o Kunci-kunci

7l PeruJatan nilam
r Penyuling nilam
c Oven pengering
. Perajang nilam
. Pengolahan kopi
o Aiat produksi guia merah

8) Peralatan pengolahan kopi
o Penyangrai biji kopi
. Mesin giling biji kopi

9) Alat produksi gula merah dan gula semut
. Tungku
. Kuali
r Pisau
. Cetzriran
. Pengaduk
r Baskom
o Alat pengukur PH nira

1O) Simpan pinjam perempuan (UEDSP)
di sertakan perdes tentang perguliran

Pelaksanaan Program Percepatan Pernbangunan DesalKelurahan (P2DK) Tahun
Anggaran 201.8 diutamakan untuk peningkatan ekonomi keraki"atan 1OO% untuk
ekonomi keralqratan setiap desa/kelurahan baik untuk kebutuhan di
desa/ kelurahan dengan disepakati dalam mLlsyawarah desa/ kelurahan.

2.4.4.Pelaksana Telcris Pengelola Keuangan Desa/Kelurahan (PTPKD/K) dengan
didampingi oleh Pendamping Kabupaten dan Kecamatan maupun Kasi PMD
Kecamatan atau Pejabat lain yang di tunjuk dalam proses pengadaan perlu
memperhatikan spesifikasi sesuai aturan yang berlaku.

BAB III
ALUR TAHAPAN PROGRAM PERCEPATAN PEMBANGUNAN

DESA/KELURAHAN

Alur tahapan Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan meliputi tahap
perencanaarl, pelaksanaan, pengendalian dan pelestarian kegiatan. Sebelum
memulai tahap perencanaan, hal penting yarg harus dilakukan adalah melakukan
Orientasi atau pengenalan kondisi yang ada di desalKelurahan dan kecamatan.
Kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengenalan desa/Kelurahan diantaranya
^ l^1^1^.

1. Mengidentifikasi potensi dan sumber daya yang dapat mendukung pelaksanaan
Program Percepatan Pembanguna.n Desal Kelurahan di tingkat desal Kelurahan

2. Menginformasikan rencana Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan
kepada masyarakat desa/ kelurahan

3. Melaksanakan musyawarah desa/kelurahan untuk menentukzrrr usulan
pembangunan

4. Menyusun rencana kegiatan untrrk mendorong partisipasi dan pengawasan dari
semua pihak
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Dalam masa pengenalan kondisi desa/Kelurahan sekaligus juga dilakukan
sosialisasi Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan secara informal
kepada- masva-ra-ka-t. Pada tahap ini hams da-pa-t d-imanfa,a-tka-n oleh seh;nrh pelakr-r
Program Percepatan Pembangunan Desa/Keiurahan di semua tingkatan sebagai
upaya untuk mendorong partisipasi dan pengawasan dari semua pihak, sehingga
serllua peiaL,u Pi;ogi'ann Percepa'taii Pei:rrbarrguiiai-r DesaiE,elurahran memiliki
pemahaman atau persepsi yang sama terhadap program. Pada dasarnya sosialisasi
dapat diiakukan pada setiap saat atau kesempatan oleh peiaku-peiaku Program
Percepatan Pembangunan Desal Keiurahan.

Sistem kelembagaan lokal dan pertemuan informai masvarakat seperti pertemuan
keagamaan (pengajian dan yasinan) atau pun pertemuan adat istiadat (gotong
royong, arisan dan upacara adat) merupakan alternatif untuk menyebarluaskan
informasi dan naedia penerapan prinsip transparansi Program Percepatan
Pembangunan Desa/Kelurahan. Selain itu, media cetak seperti koran dan tabloid,
serta media elektronika seperti radio dan tele.risi juga dapat dig-rnakan untuk
-.-:,+,.-.ii+1l..-,.*:1-.e'.l.:.!='r,-r.i.,--{.-.r.r..:,ciDt.r'.:-..-,i^.^,D+-:,.+not,lnD.-r.a1^'rrrvrrJvvqrlu4oAall rlllvrrarADr r rVErarrl I vlvuPalc1lr I \riaiiid,ii-5-!ij.i.cii'i' j-iEl5<).i.f\-vi'Liiiljliliiii.

3. 1. PERENCANAA}.i KEGiATAi\i

Perencanaan kegiatan meliputi tahap persiapan dan sosialisasi . Tahap persiapan
adalah tahapan yang dilakukan secara mandiri oleh masyarakat desa/kelurahan.
Dalam tahap persia-pan. ma,sya-rakat d-esa-/kelura-han mela-knkan mr-lsyanrara-h
untuk memilih jenis kegratanlmanu pilihan yang akan dilaksanakan. Musyawarah
dihadiri oleh Kepala Desa f Lura!:., BPDlsebutan lainnya, L.embaga Pemberdayaan
f,r- - -.- .-- 1. -r 1r T)T\iI\ ==,--.!=:! r-+rpffi!1!!.--r-, T Ql\,jf ,/,^..*--.i...-.--i .----I"--r +-1. -1-iviiiuJviii iji':iLL (iJi-l.vi j, !! iitatr Psi siiri-;Li.iil, IJr)lvt / uI Bairii;i-t$r rffas]'at-at<af , IOi<Ol)
masyarakat, tokoh adat, dan anggota masyarakat lainnya. Hasil musyawarah
dituangkan daiarrr Berita Acara Musyawarair Desai Keluraharr. Tahap Sosialisasi
diiaksanakan ditingkat kecamatan dan desaTkeiurahan.

3. 1. 1. Sosialisasi Kecamatan

Sosialisasi l(ecamatan merupakan sarana sosialisasi di tingkat kecamatan untuk
menginformasikan tentang tujuan, prinsip, kebijakan, prosedur maupun hal-hal
lain yang berka-itan dengan Progra-m Percepatan Pemba-ogrroa-n Desa/Keh-rraha-n.
Sosialisasi dapat dilakukan melalui surat resmi atau pun pertemuan-pertemuar:
linskat kecamatan.

3.1.2. Musyawarah Desa/Kelurahan Sosialisasi

Musvau,arah desa/kelu-ra-han sosialisa-si men-rpakan pertemuan mas5ra,ra,kat
desa/kelurahan sebagai ajang sosialisasi atau penyebarluasan inforrrrasi Prograrn
Percepatan Pembang.unan Desa/Kelurahan di desa dan kelurahan.
Hirsii ]'arig dil^raritplr.itll ciiilain ir'lusyar,r'iir'ah D'esa7/Kciur"aharl Susialisasi riciair^rh
sebagai berikut:
a. Tersosialisasinya iniormasi pokok Progr"am Percepatan Pembangunan

DesaTKeinrahan meiiputi : tujuan, prinsip, ke'nijakan, pendanaa-n, organisasi,
proses rian prosedur yang dilakukan kepacla inasyara-kat eiesa/kelurakre,rr

b. Dipahaminva kebiiakan tentang penanganan masalah, pemantauan,
perneriksi:an ,lar: erraluasi, serta poia penyampaian informasi

r:.'fersosialisasinya inlbrrrrasi';ang disarnpaikan dari kecamatan
'l a,{a-"q nprn\/^fean ke-sanrlgupan atau kescdian desa/kelurahan untuk- 

';;;;;,r'i ;;;-;;;i"k;;;;k;*["1",,r,,*, r*;,;"r.Iffit..,, i,ei:iitrar:g,-i]:rail
i-lcqq /k'c'l r rr-.rharr

e, ?e:'sesiaii:;*--;irly-r.i ki.,;-llrep d,r.n kebi;',ti<arr, peiena:rliiiiarr i<egiirra;i ,Lengar:. pt-ria
I,{rr:gga-giis lvlasa ii+pa:i fieca ii\{fufDil; scbaii:ii ciasar'penj,/Lisltnrin RPiivi Des

i. 'iei-st-rsiaiisasikanriya poia,oeurarltat-rarr, pcrneriksaan. dan evaiuasi
g. Rtr};LPh{ se1:a.gai iem'Ua*;ar r}fr-r{#,wit:i pe1;rksi;*a*:: F:-t:3=;:aic: Per-r;ci:atrr.ii

Perrrbatrgutran De sa / Kehirahan. cli c1e sa i ke I uraiial
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h. Disepakati dan ditetapkannya jadwal Musyawarah Desa/Kelurahan
i. Disepakati pembuatan dan lokasi pemasangan papan informasi program

Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan dan media informasi lainnva.

Peserta Musyawarah Desa /Kerurahan Sosialisasi terdiri dari:
a. Kepala Desa Can aparat desa,
b. BPD atau sebutan lainnya,
c. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM),
d. Wakii perempuan,
e. LSM/organisasi masyarakat,
f. Tokoh masyarakat, tokoh agama,
g. Anggota masyarakat lainnya yang berminat untuk hadir.

Musyawarah Desa/Kelurahan Sosialisasi dihadiri oleh Pendamping Kecamatan.
Pendamping Kabupaten, dan Kasi PMD Kecamatan atau pejabat kecamatan yang
ditunjuk. Pendanaan atas penyelenggaraan musyawarah desa/kelurahan sosialisasi

berasal dari Dana Operasional Kegiatan (DOK) Program Percepatan Pembangunan
Desa/ Kelurahan, swadaya desa/ kelurahan atau masyarakat.

Dokumen yang dihasilkan:
a. Berita Acara Keputusan Hasil Musyawarah Desa/Kelurahan

b. Surat Pernyataan Kesanggupan Desa/Kelurahan untuk berpartisipasi dalam
Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan

3.1.3. Validasi dan Penetapan Usulan Desa/Kelurahan

Validasi dan Penetapan Usulan Desa/Kelurahan merupakan kegiatan untuk
menguraikan secara tertulis usulan kegiatan masyarakat yang sudah disetujui.

Proses ini dilakukan oleh Tim Pelaksana Pr-ograrn yang telah dipilih dalam
Musyawarah Desa/ Kelurahan Sosialisasi, untuk dituangkan dalam RAPBDes.

DesaTkeiurahan melarui Tim Pelaksana Program mengajukan usulan kegiatan
dilengkapi desain detail dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) kepada Kepala
Desa/Lurah setelah diperiksa oleh Pendamping (konsultan) tingkat Kecamatan dan
Kabupaten.

PTPKD/K bersama masyarakat dengan didampingi oleh Pendamping Kecamatan
dan Pendamping Kabupaten melakukan survei dan pengukuran lokasi serta survei
harga material. Selanjutnya berdasarkan atas hasil survei, Tim Pelaksana Program
;-nembuat desain, gambar teknis/rencana prasaranar/rencana pelaksanaan
kegiatan, dan rincian anggaran biaya. Proses pembuatan desain dan rincian
anggaran biaya tetap mengacu kepada kaidah dan spesifikasi teknis sehingga
ierjamin mutu kegiaian.

Setiap desain dan rincian anggaran biaya yang telah selesai dibuat oleh PTPKD
desa/kelurahan ciengan difasiiitasi oleh Pendamping Kecamatan harus diperiksa
oleh Ahli Teknik Kabupaten dan disetujui oleh Kepala Desa/Lurah.

Dalam penetapan usulan Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan
melalui Musyawarah Desa/Kelurahan Sosialisasi untuk menentukan kegiatan yang
dipilih dengan kriteria teknis serta spesifikasinya.

Penetapan usulan kegiatan yang telah disepakati dalam Musyawarah
Desa/Kelurahan Sosialisasi sesegera rnungkin disampaikan oleh Kepala
Desaflurah untuk ditetapkan oleh Camat atas nama Bupati menjadi Surat
Penetapan Camat (SPC). Surat Penetapan Camat berisi tentang daftar alokasi

PETUNJUK TEKAIIS PEL{KSANAAN PROGRAM PERCEPATAN PEMBANGWA}I DESA/KELARAHAN T,N 2U9 15



bantuan Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan. Surat Penetapan
Camat berikut lampirannya, mencantumkan narna desa, jenis kegiatan termaiuk
jumlah alokasi dana untuk dijadikan Dokumen Perencanaan.

3.1.4. Pengajuan Dana

Untuk proses pengajuan dana Kepala Desa/Lurah meminta rekomendasi camat
yang ditujukan kepada Bupati Sarolangun Melalui Badan Pengelola Keuangan dan
Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Sarolangun, darr dilengka-pi dengan dokumen
sebagai berikut:
a. Check List Tim Verifikasi Pendamping Kabupaten (Konsultan), Pendamping

Kecannatan (Kons-;ltan) yang ditandatangani oleh Kasi PMD atara p,ejabat
kecamatan yang ditunjuk dalam proses verifikasi.

b. Surat Pengantar dari Camat.
c. Surat Pernyataan Kesiapan Pengunaan Dana (SPKPD) oleh Kepala Desa/Lurah.
d. Foto copy Rekening Bank An. Desa/Kelurahan.
e. Foto copy ffiP Kepara Desa/Luratr dan Berrdatrara.
f. Foto copy NPWP Bendahara Desa/Kelurahan.
g. Dokumen Perencanaan

1) Gambaran Umum Desa/Kelurahan;
2) Berita Acara Musyawarah Desa/Kelurahan Sosialisasi;
3) Daftar Hadir Musyawarah dan Foto Kegiatan Sosialisasi;
4) Surat Keputusa-n Kepala Desa tentang Penetapan PTPKD/K berdasarkan

Musl's1s'31'3h Desa/ Kelurahan;
5) Surat Penetapan Camat terhadap usulan Desa/Kelurahan untuk pelaksanaan

kegiatan;
6) Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Kepala Desa/Lurah kepada

PTPKD;
7) Hasil Survei Harga Bahan/Alat/Ternak;
8) Desain (Gambar) dibuat oleh PTPKD dengan diketahui oleh Kepala

Desa/Lurah setelah diperiksa oleh Pendamping (Konsultan);
9) Rencana. A.ngaran Biaya (P$^B) dibuat oleh PTPKD dengan diketahui olebr

Kepala Desa/Lurah setelah diperiksa oleh Pendamping (Konsultan);
10) Daftar penerima manfaatf Surat Pernyataan kesiapan menerima bantuan

ternak/perikanan budidaya yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah;
11) Survei antar patok khusus untuk kegiatan Infrastruktur;
12) Vohrrne arr^Lar patok khrrrsrrs trntrrk kegiatan Infrasiruktrrr;
13) Dokumentasi kegiatan 0 7o;

14) Check list di berikan ke desa/kelurahan apabila sudah memberikan RAB
P2DK 2OL9 dan soft copy nya;

d 1 r lr-1 ,--:---- n-----:,---- h-J. I.O. MeKanlsffre rerrcauarL 'D-djrta

Pencairan Dana dilaksanakan melalui Pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum
Daerah (RKUD} Kabupaten Sarolangun ke Rekening Penrerintah Desa/Kelurahart
yang meliputi Syarat-syarat sebagai berikut:

1. Surat Pengantar dari Kepala Desa/Lurah;
2. Surat Rekomendasi/Pengantar Pencairan Dana dari Camat dan Daftar Verilikasi

Tim Kecamatan:
3. Daftar Verifikasi Kelengkapan Bahan dari Sekretaris Desa/Lurah;
4. Daftar Verilikasi Tim Pendamping Tingkat Kabupaten dan Kecamatan;
5. ,A.rggaran Pendapatan dan Belanja Desa (A,PBDes) rnelal.ai SiskeuCes;
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7.
8.
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6. Berita Acara Musyawarah Desa/Kelurahan Sosialisasi tentang Penetapan
Penentuan Penggunaan Dana P2DK TA 2019 dilampiri dengan Daftar Hadir dan
Dokumentasi Rapat/ Musyawarah:
SK Kepala Desa tentang Penetapan Penggunaan Dana P2DKTA. 2OL9;
SK Bersama antara Kepala Desa dan BPD tentang Penggunaan Dana P2DK TA.
on10.avL),

9. SK Kepala Desa tentang Penetapan Pembentukan Pelaksana Teknis Pengelola
Keuangan Desa/ Kelurahan PTPKD;

10. SK Kepala Desa tentang Penetapan Bendahara Desa;
1i. SK Kepala Desa tentang Penerima Manfaat;
12. Rencana Anggaran Biaya (RAB) melalui Siskeudes;
13. Daftar Rencana Penggunaan Dana (RPD);
14. Bukti Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
15" Foto Copy KTP Kepala Desa/Lurah dan Bendahara;
16. Foto Copy NPWP Desa;
17. Rekening Koran terakhir;
1 a n^l-' r'-a6 T ^I-^oi Wario1.nn AO,/^,ru. yv&qllrvlt lryAqor rwSrqLqLL v /v,

19. Cekhlis Kelengkapan Bahan dan Rekomendasi dari Dinas PMD Cq. Bidang UEM;

3.1.6. Mekanisme Penarikan Dana

Penarikan Dana adalah Proses Penarikan Dana dari Rekening Desa/Kelurahan ,

Penarikan dana dapat dilakukan dalam beberapa tahap, berdasarkan jenis kegiatan
yang disepakati berdasarkan Musyawarah Desa/Kelurahan. Mekanisme penarikan
dana dengan ketentuan sebagai berikut :

a. PTPKD/K membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala
Desa/Lurah sesuai dengan Rencana Penggunaan Dana (RPD) yang telah
diperiksa oleh Pend.amping Lokal Desai Kel'.rrahan, Pendamping, Desai Kelurahan.

b. PTPKD/K membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) yang
ditujukan kepada Kepala Desa/Lurah sesuai dengan dana yang dicairkan
berdasarkan SPP sebagaimana point a) diatas.

c. Untuk penarikan dana berikutnya PTPKD/K menyiapkan dokumen sesuai
dengan point a) dan b) diatas, dilengkapi dengan Surat Pernyataan Kesanggupan
Menyelesaikan Pekerjaan, laporan progres kegiatan, laporan pengunaan dana
sebelumnya dan bukti-bukti yang sah.

3,2. PELAKSANAAN KEGIATAN

Untuk menjamin kualitas pelaksanaan kegiatan yang tetap mengacu pada prinsip
dan mekanisme Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan, maka perlu
adanya persiapan pelaksanaan yang matang dan terencana. Persiapan pelaksanaan
ini lebih ditujukan kepada penyiapan aspek sumber da1.a manusia, termasuk
masyarakat.

3 .2 . l. Persiapan Pelak'sanaan

PTPKD/K bersama Kepala Desa/Lurah secepatnya mengadakan rapat persiapan
peiaksan aan kegiatan di desalkelurahan y-ang dihadiri oieh Pendamping Lokai
Desa/Kelurahan, Pendamping Desa (Kecamatan) dan Kasi PMD Kecamatan atau
Pejabat Kecamatan lain yang ditunjuk. Hasil rapat persiapan pelaksanaan menjadi
acuan langkah kerja selanjutnya.
Hasil yang diharapkan :

a. Dibahas dan discpakati tcntang pcran, fungsi dan pcmbagian tugas tiap
pengurus PTPKD/K dalam pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan
Desa/ Kelurahan di desa/ kelurahan,

b. Menyusun rencana kerja detail termasuk penjadwalannya, seperti rencana
pendaftaran tenaga kerja, pengadaan bahan dan alat, pembuatan contoh dan
trialpekerjaan,
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c. Disepakati jadwal, tata cara,dan sanksi-sanksi p.rt -r* .rtin mingguan atau
bulanan Tim Pelaksana Program untuk evaluasi pelaksanaan.

3.2.2. Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan adalah tahap pelaksanaan selurrrh rencana yang telah
disepakati dalam pertemuan validasi dan penetapan usulan serta rapat-rapat
persiapan pelaksanaan.
Mas3rarakat desa/kelurahan merupakan pemilik kegiatan. sehingga keputusan
pelaksanaan dan tanggungjawab ada pada masyarakat. Masyarakat
desa/kelurahan mendapat prioritas untuk turut bekerja dalam pelaksanaan
kegiatan, terutama bagi rnasyarakat pra sejahtera. Apabila ada bagian pekerjaan
yang belum mampu dikerjakan oleh masyarakat sendiri, masyarakat dapat
mendatangkan tenaga trampil atau ahli dari luar sepanjang disepakati dalam
musyawarah desa/kelurahan, dan kebutuhan tersebut di atas harus
diperhitungkan dalam Rencana Anggaran Biaya kegiatan.

Dalam pelaksanaan kegiatan, Tim Pelaksana Program dan seluruh pelaku Program
Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan perlu memperhatikan beberapa hal
penting sebagai berikut:
a. Besaran Upah

Besaran upah tukang dan pekerja diputuskan dalam musyawarah
desa/ kelurahaa menginga+. besaran disetiap d,esa/ krelurahan berrariasi.

b. Penerima Manfaat
Penerima manfaat kegiatan program Percepatan Pembangunan DesalKelurahan
dapat merupakan perorangan maupun kelompok, penerima manfaat diputuskan
dalam musyawarah desa/kelurahan, penerima manfaat adalah golongan
masyarakat miskin atau masyarakat pra sejahtera dan membuat surat
pernyataan untuk sanggup melaksanakan kegiatan tersebut dari awal kegiatan
sampai akhir kegiatan. pernyataan tersebu-t di ketahui oleh kepala desa setempat
serta di di tandatangani di atas materai 6O00.

c. Harga Sai'.lan Dalam Rencana A.nggaran Biaya (R.A.B)

Harga satuan dalam rencana anggaran biaya (RAB) didapat berdasarkan harga
survei bahan dan alat ditambah dengan upah angkut dan sebagainya, yang telah
diputuskan dalam musyawarah desa, diperiksa oleh Pendamping
Desa/Kelurahan dan disetujui oleh Kepala Desa/Lurah. Survei bahan minimal 2
(dua) toko.

d. Pajak
Pada Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan yang dikenakan pajak
adalah pengadaaan bahan material seperti semen., peralatan, papan mal, gorong-
gorong, pakan yang belanja diatas 1 (satu) Juta rupiah dikenakan Pajak
Pertambahan Nilai (PPN) sebesar lO o/o dari harga toko dan bila jumlah belanja
diar"as 2 (d.-.ra) i,.rta dikerra-1-,an pula PPh Pasal 22 \L,5%") dari harga Toko dan PPH
Pasal 22 di bayar oleh pemilik Toko yang bersangkutan.

d. Perguliran
Kegiatan Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan untuk kegiatan
peternakan sapilkerbau/kambing dan budidaya perikanan mengunakan pola
bergulir, dimana tata cara perguliran dikembalikan kepada pemerintahan
desa/kelurahan setempat dengan membuat Peraturan Desa tentang perguliran
hewan ternak.

e. Pengadaan Tenaga Kerja
PTPKD mengumumkan adanya rencana pelaksanaan kegiatan kepada
masyarakat dan kebutuhan tenaga kerjanya, serta upah dan hari keda yang
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dibutuhkan sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan desain teknisnya.
Pengumuman kebutuhan tenaga kerja ini terbuka bagi warga desa/kelurahan
termasuk bagt kau.m perempuan dan diutamakan bagr anggota Masyarakat
Penduduk Setempat (MPS). Pengumuman disampaikan melalui papan informasi
di tempat strategis dimana masyarakat biasa berkumpul, sehingga setiap warga
rnasyarakat tahu bah'wa ada pembangunan di desa/kelurahan.

f. Pengadaan Bahan dan Alat
Proses pengadaan bahan dan alat dalam Program Percepatan Pembangunan
Desa/Kelurahan dilaksanakan oleh masyarakat secara transparan melalui
Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa/Kelurahan (PTPKD lKl

g. Rapat Evaluasi Tim Pelaksana Program
Rapat dimaksudkan untuk mengevaluasi perkembangan pelaksanaan kegiatan di
lapangan untuk penyiapan bahan dan rencana kerja periode berikutnya. Rapat
evaluasi dilaksanakan secara periodik (mingguan dan/atau bulanan).

Lfooil tro n n Aih o-aa1-on,r rqgrr J qLL6 uurqr ql/r\(Jr.

1) Laporan progres kegiatan
2)Adanya pembahasan tentang kendala dan masalah yang terjadi serta rnencari

penyelesaian atau tindak lanjut yang diperlukan,
3) Evaluasi kineda setiap pengurus PTPKD/K,
4) Tersusunnya Laporan Penggunaan Dana (LPD).
5)Tersusunnya rencana kerja detail untuk periode berikutnya.

3.2.3.Musyawarah desa/ kelurahan Evaluasi

Musyau'arah desa/kelurahan Evaluasi dimaksudkan untuk menyampaikan laporan
pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan oleh PTPKD/K kepada masyarakat.
Musyawarah Desa/ Kelurahan Evaluasi ini dilakukan secara bertahap minimal satu
kali yaitu setelah memanfaatkan dana Program Percepatan Pembangunan
Desa/Kelurahan tahap pertama atau tahap kedua.

Hasil yang diharapkan dari Musyawarah Desa/Kelurahan Evaluasi adalah:
a. Penyampaian laporan dari PTPKD/K tentang penerimaan dan penggunaan dana,

status atau kemajuan dari tiap kegiatan, tingkat partisipasi, dan keterlibatan
perempuan

b. Pernyataan diterima atau ditolaknya laporan pertanggungiawaban dari Tim
Pelaksana Program, berdasarkan hasil musyawarah desa/ kelurahan

c. Evahrasi terhadap kinerja Tim Pelaksana Progra.rn serta,rpaya peningkatan pada
periode selanjutnya

d. Kesepakatan tentang penyelesaian masalah atau keluhan yang timbul di
masyarakat

e. Pembuatan rencana kerja dan pendanaan untuk periode berikutnya
f . Penyampaian kemajuan penanganan masalah dan rencana tindak lanjutn5ra.

Pendamping dalam Musyawarah Desa/Kelurahan Evaluasi adalah Pendamping
Lokal Desa/Kelurahan, Pendamping Desa (Kecamatan) dan Kasi PMD atau pejabat
kecamatan -vang ditunjuk. Pendanaan atas penlrelenggaraan musyawarah desa
berasal dari swadaya desa atau operasional PTPKD/K.

Dokumen yang dihasilkan:
a. Berita acara hasil musyawarah
b. Reneana kerja periode berikutnya
3.2.4. Sertifikasi

Sertifikasi adalah penerimaan hasil pekerjaan dan kegiatan berdasarkan spesifikasi
tek-nis cl.eh Pendamping Lokal Desa/K^elurahan, Peadamping Desa (Kecamatan) dan
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Kasi PMD atau pejabat kecamatan yang ditunjuk dengan tujuan untuk memastikan
kualitas pekerjaan dan kegiatan berjalan dengan baik dan benar. Jenis kegiatan
sertifikasi meliputi sertifikasi terhadap penerimaan bahan dan pelaksanaan
pekerjaan.

Terhadap semrra sertifikasi yarig d,ilal*lkan otreh Penda:rrpiag Lokal
Desa/Kelurahan, Pendamping Desa (Kecamatan) dan Kasi PMD atau pejabat
kecamatan yang ditunjuk berkewajiban rnelakukan pengujian baik terhadap
dokumen maupun realisasinya di lapangan, sebagai bagian tindakan pengendalian.

3.2.5. Revisi Kegiatan

Apabila dalam pelaksanaan kegiatan diperlukan pembahan oleh sebab perubahan
situasi di lapangan atau terjadinya bencana alam ffore majerre), maka dapat
dilakukan revisi selama tidak meaambah besarnya dana bantuan dan tidak
mengg€r.oti jenis kegiatan. Revisi tersebut dibuat oleh PTPKD/K dan disetujui oleh
Pendamping Lokal Desa/Kelurahan, Pendamping Desa (Kecamatan dan Kasi PMD
atatr pejabat kecarnata:a yaiag ditu4iuk. Rer.cana revisi ini r.etah dimrrsyanvarahkan
oleh PTPKD/K bersama Pendamping Lokal Desa/Kelurahan, Pendamping Desa
(Kecamatan) dan Kasi PMD atau pejabat kecamatan yang ditunjuk"

Pendataan perubahan tersebut harus segera dituangkan dalam Berita Acara Revisi
lengkap dengan gambar perubahan dan jenis pengeluaran biaya. Kegiatan baru
tidak boleh dilaksanakan sebelum proses revisi disetujui. Perubahan tanpa adanya
Berita Acara Revisi merupakan kelalaian atau pelanggaran. Adanya perubahan
boleh dilakukan beberapa kali di tiap lokasi.

Tenaga Ahli {Kabupaten) dapat mengusulkan revisi atas dasar pertimbangan teknis
dari hasil kunjungan lapangan karena ada kemungkinan kegiatan asli akan
mengalami kegagalan. Namun demikian pertirnbangan teknis harus disampaikan
secara terbuka kepada masyarakat. Tenaga Ahli (Kabupaten) dalam setiap
pemeriksaannya harus memastikan bahwa seluruh perubahan yang ada telah
Cituangkan dalarn Berita Aeara Revisi.

Prinsip revisi termasuk:

a. Jr:mrlah alokasi barrrtrran tetap {tidak bisa ditrbah}, rneskiprrrr terdapat revisi pada
desain kegiatan.

b. Alokasi dana tiap jenis kegiatan, kecuali biaya operasional, tidak boleh dialihkan
ke jenis kegiatan lain.

3 .2 .6 . Dckurnentasi Kegiatan

Seluruh kegiatan dari Program Percepatan Pernbangunan DesalKelurahan harus
didokumentasikan oleh PTPKD I K.

Pada akhir periode pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan
Desa/Kelurahan, Tim Pelaksanan Program harus memastikan adanya
dokurnentasi foto yang disr.rsun dalam satu album Hrusus, dengan ketentuan :

a. Foto-f,oto yang ditampilkan merupakan foto Program Percepatan Pembangunan
Desa/Kelurahan di desa/kelurahan dalam kecamatan yang bersangkutan. Bukan
kumpulan foto dari setiap desa/kelurahan penerima Program Percepatan
Pembangurra:r Desa/keh:ra-ha:r7 namrlrl srrds.h merupaka-rr h,asil seleksi dari
semua arsip foto yang ada.

b. Setiap foto perlu diberikan catatan atau keterangan ringkas.
c. F<rto yeng ditampilkan meliputi :

PETT]NJUK TEKNIS PEL4KSANL4N PROGKtM PERCEP,{TAN PEMBA}IGUNAN DESA/KELURAHAN T.A 2OI9 2A



1) Foto kondisi Ao/o, 5Aolo, dan lo0o/o yang diambil dari sudut pengambilan yang
sama.

2) Foto yang rnemperlihatkan orang sedang bekerja secara beramai-ramai.
3) Foto yang memperlihatkan peran serta perempuan dalam kegiatan prasarana

fiika ada).

3.2.7 .Musyawarah Desa/ Kelurahan Pertanggungiawaban dan Pelaporan

Musyawarah Desa/Kelurahan Pertanggungiawaban dan Pelaporan merupakan
bentuk pertanggungiawaban seluruh pengelolaan dana dan kegiatan oleh PTPKD/K
kepada masyarakat setelah pekerjaan/kegiatan selesai dilaksanakan. Tlrjuan
mLrsyarrarah ini'.rntuk mer6frir.dari kesalahpaharrran di kemr.rdian hari se.hingga
hasil kegiatan yang telah dilaksanakan dapat diterima oleh masyarakat" Hasil
Musyawarah dituangkan dalam berita acara.

Jika hasil pelaksanaan kegiatan yang disampaikan PTPKD/K belum dapat diterima
oleh masyarakat, PTPKD/K diberikan kesempatan untuk menyelesaikan pekedaan
dan dokumen yang dipersyaratkan yang akan disampaikan melalui Musyawarah
Desal Kelurahan Pertanggungiawaban dan Pelaporan berikutnya.

Surat Per:tyataan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan {SPSK} disahkan setelah
masyarakat menerima hasil pekerjaan/kegiatan dalam musyawarah
desa/ kelurahan tersebut.

Hasil yang diharapkan dari MDKP2:
i. Penjelasan kepada masyarakat bahsra setelah Surat Pernyataan Penyelesaian
ii. Pelaksanaan Kegiatanr (SPSK} disahkan maka berakhir sudah tanggungiawab

PTPKD/K terhadap kegiatan di lapangan.
iii. Laporan hasil pelaksanaan dari setiap jenis kegiatan, termasuk

pertanggungiawaban seluruh penerimaan dan penggunaan dana beserta bukti-
bukti yang sah.

iv. Hasil evaluasi terhadap pekerjaan, kinerja PTPKD/K, dan pengunaan dana.
v. Serah terima hasil pekerjaan kepada masyarakat agar dapat dimanfaatkan dan

dilestarikan.
vi. Laporan Pertanggungiawaban
Laporan Pertanggungiawaban Kepala Desa/Lurah di lengkapi dengan Bukti-bukti
Pencrimaan/Pcngcluariaft (SRJ} asli 1 foto copy I disampaikan Kcpada Bupati
Sarolangun Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten
Sarolangun, dan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) disampaikan Kepada Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sarolangun, laporan
perkernbangan F2DK di lengkapi dengan foto kegiatan yang di masukkan dalam soft
copy (plesdist).
Pendamping dalam Musyawarah Desa/Kelurahan Pertanggungjawaban dan
Pelaporan {MDKP2} ad.alah Perrdamping Lokal Desa/K.ehrraha:e, Pendanrping Desa
(Kecamatan) dan Kasi PMD atau pejabat kecarnatan yang ditunjuk. Pendanaan atas
penyelenggaraan Musyawarah Desa/Kelurahan Pertanggungiarxraban dan Pelaporan
berasal dari swadaya Desa/Kelurahan atau dari Dana Operasional PTPKD/K.

Dokumen yang dihasilkan:
1. Berita acara hasil musyawarah
2. I"ampiran pendukung

a) Surat Pernyataan Perryelesaian Pelaksarraan Kegiatan (SP3ry
Secara resmi pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan
Desa/Kelurahan di desa/kelurahan dinyatakan selesai jika telah
diserahterirnakan kepada rrasyarakat dalarn MDKP2 dan setelah
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ditandatangani SP3K oleh Koordinator PTPKD/K dan disertifikasi oleh
Pendampirg , Pendamping Desa (Kecamatan) dan Kasi PMD atau pejabat
kecamatan yang ditunjuk dan Camat atas nama Bupati. Kasi PMD atau
pejabat yang ditunjuk dan Pendamping Lokal Desa/kelurahan dan
Pendamping Desa (Kecamatan) harus memastikan bahwa kegiatan yang
Ai---^l+^-innl,n-. nlnrr r.iarlcf teroanf:rrr1 dalam SP3K beifaf_benaf telahr rrll4rlqll qLqq 
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memenuhi syarat, sesuai dengan RAB, gambar-gambar purnalaksana sesuai
dengan kondisi yang ada di lapangan, dan catatan-catatan tentang kegiatan
sesuai dengan data di masyarakat.

Jika dalam pemeriksaan di lapangan ditemui adanya kekurangan dalam
pelaksanaan termasuk dalam hal administrasi maka Pendamping Lokal
Desa, Pendamping Desa (Kecamatan) dapat memberikan kesempatan waktu
kepada PTPKD/K untuk melakukan perbaikan terlebih dahulr*r. Barr
kemudian SP3K dapat ditandatangani. Termasuk syarat dalam pengesahan
SP3K bahwa pekerjaan diterima masyarakat dan PTPKD/K sudah membuat
Ann *o-r r-rrol-^- 1-o-o-*- ,--orr^-^ltal' trtanro^^i *o*^^-^ ^oloo+^-;^^uill rrrur qrrruoA4rr vurJqrrr4 trrqgJ<uq^qL trrvtl6urr<u lvrrv4tq Pvav9Lqrr(!r.

b) Pembuatan Dokumen Penyelesaian
Dokumen penyeiesaian merupakan satu buku yang secara garis besar berisi
tentang Surat Pernyataan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan (SP3K),
Laporan Penyelesaian Pelaksana
an Kegiatan (LP2K), rincian realisasi penggunaan biaya dan lampiran
pendukung lainnya.
Dokurmen tersebut harus slldah dapat diselesaikan oleh PTPKD/K
didampingi oleh Pendamping Kabupaten dan Pendamping Kecamatan
Pendistribusian dokumen penyelesaian ini dilaksanakan oleh PTPKD/K.
Rip.-;a ne.r-nhtr.atp.n rl.p.t'i r1.4kr.ra.-.e.n ne.n-r-e.l.e.sa.ip.rr. s.el.ttrrrh.t''.-vp. rl.i.rnas.r'rkan nc^daq uurrsuqr\r4r lrc

biaya Rencana Anggaran Operasional dari alokasi dana Program Percepatan
Pembangunan DesaT'Kelurahan di desa/kelurahan, sehingga sejak tahap
perencanaan sudah diaiokasikan besarnya biaya ini secara wajar.

c) Berita Acara Status Pelaksanaan Kegiatan (kondisi khusus)
Apabila sampai batas waktu penyelesaian ternyata kegiatan pembangunan
prasarana belum dapat diselesaikan atau dana belum disalurkan
seluruhnya. maka PTPKD/K da-n Pendamping Lokal Desa. Pendamping
Desa (Kecamatan) dan Tenaga Ahli (Kabupaten) dengan diketahui oleh
Kepala Desa/Lurah. membuat Berita Acara Status Pelaksanaan Kegiatan
(BASPK) sebagai pengganti LP2K. BASPK memrnjufikan kondisi hasil
pelaksanaan kegiatan yang dicapai pada saat itu. Jika sudah dibuat BASPK
maka tidak perlu lagi dibuat LP2K. SP3K tetap harus dibuat setelah seluruh
kegiatan teiah dituntaskan (1OO%) sebagai bukti selesainya pekerjaan.
Lampiran yang harus dibuat jika muncul BASPK sama dengan LP2K, yaitu
realisasi kegiatan dan biaSra hingga saat itu maupun gambar-gambar
pelaksana hingga saat itu.

3.3 PENGENDALIAN KEGIATAN

Kegiatan Pengendalian Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan terdiri
dari Pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan
kegiatan serta tindak Lanjutn3ra. Pengendalian terhadap pelaksanaan seluruh proses
dan kegiatan Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan bertujuan :

1) Menjaga setiap proses Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan selalu
sesuai dengan aturan, prinsip, dan kebijakan Program Percepatan Pembangunan
Desa/Kelurahan.

2) Menjaga bahwa hasil-hasil dalam seluruh tahapan kegiatan diperoletr melalui
proses dan mekanisme yang benar.
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3)Mengenda1ikanpe1aksanaankegiatansesuaio.,,*,,'-l".,ffi,.n
ditentukan.

4) Meqjaga kualitas dari setiap kegiatan yang dilaksanakan agar memuaskan dan
memenuhi kriteria yang telah ditetapkan.

5) Mengendalikan pemanfaatan dana Program Percepatan Pembangunan
Desa/Kehrrahan agar ses,;a.i d.engan yang direncanakan dan ditlelcla secara
transparan.

6) Mengendalikan agar setiap pelaku Program Percepatan Pembangunan
DesalKelurahan dapat menjaiankan tugas dan tanggung jawabnya secara baik
sesuai dengan fungsinya masing-masing.

Strategi dasar dalam pengendalian Program Percepatan Fembangunan
Desa/ Kelurahan adalah :

1) Semua piirak terkait meiakukan pernantauam secara obyektif dan nlampu
memberikan umpan balik terhadap setiap proses dan kegiatan yang
dilaksanakan,

2) Pelaku Program Percepatan Pembangunan DesalKelurahan di semua tingkatan
menjalankan mekanisme pelaporan baik formal maupun informal dengan
disiplin, akurat, dan efektif termasuk temuan kendala clan masalah,

3) Harus ada pemerikasaan yang detail dan akurat sesuai dengan mekanisme yang
ditetapkan terhadap setiap proses dan tahapan kegiatan yang dilaksanakan,

4) Pengarvasarr yang ketat dam tegas tertradap setiap proses dan kegia+.an pada
setiap tahapan yang dilaksanakan,

5) Setiap saat dilakukan evaluasi untuk meningkatkan kinerja serta menegakkan
aturan ciengan pemberian sanksi.

3.3.1. Pemantauan dan Pengawasan

Pemantauan dan pengawasan adalah kegiatan pengumpulan informasi dan
mengamati perkembangan pelaksanaan suatu kegiatan yang dilakukan secara
periodik untuk memastikan apakah kegiatan tersebut sudah dilaksanakan sesuai
dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. T\rjuan pemantauan dan
penga\,vasan juga untuk memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan prinsip
dan prosed'.rr Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan, melihal kinerja
semua pelaku Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan, serta
melakukan identifikasi dan mengantisipasi timbulnya permasalahan.

Pemantauan dan pengawasan adalah proses yang terus menerus dilakukan
sepanjang tahapan Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan termasuk
sosialisa-si, perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian. Hasil dari kegiatan
pemantauan dan pengawasan digunakan untuk memperbaiki kualitas pelaksanaan
dan penyesuaian terhadap perencanaan. Hasil pemantauan ini menjadi masukan
untuk evaluasi terhadap pelaJ<sanaan program maupun dasar pembinaan l<epada
pelaku Program Percepatan Pembangun€rn Desa/Kelurahan dan masyarakat.

Pemantauan dan pengawasan merupakan rangkaian kegiatan yang harus
dilakukan oleh setiap pelaku Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan,
yaitu : masyarakat, aparat pemerintahan di berbagai tingkatan, Pendamping Lokal
Desa, Pendamping Desa (Kecamatan) dan Tenaga Ahli (Kabupaten) serta
masyarakat.

Jenis Kegiatan pemantauan dalam Program Percepatan Pembangunan
Desa/ Kelurahan meliputi:

a. Pemantauan dan pengawasan partisipatif oleh masyarakat
Adalah pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program yang
dilakukan oleh masvarakat sendiri. Masyarakat adalah pemilik proses dari
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suatu kegiatan program, dan mereka bertanggungjawab untuk memantau dan
mengawasi proses kegiatan program. Masyarakat diberi kesempatan untuk
memilih dan membentuk kelompok ltim khusus _vang akan melakukan
pemantauan dan pengawasan melalui musyawarah desa/kelurahan. Semua
anggota kelompok berasal dari masyarakat desa/kelurahan dan bekerja secara
sukarela denri kepentingan masyarakat. Diharapkan anggota tim ini terdiri Cari,
warga dusun yang ada serta merupakan tokoh agamaf adat/masyarakat
setempat. Mereka mewakili masyarakat untuk mengawasi pelaksanaan kegiatan
Program Percepatan Pembangunan Desa/Keiurahan cii desa/keiurahan. Dalam
pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan, musyawarah
desa juga menetapkan Badan Permusyawaratan DesalLPM berperan dalam
pemantauan dan pengawasan kegiatan Program Percepatan Pembangunan
Desa/ Kelurahan di desa/ kelurahan.

b. Pemantauan dan Pemeriksaan oleh Pemerintah
Dana Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan adalah bagian dari
anggaran belanja daerah, sehingga pemerintah daerah bertanggung jawab
untuk memastikan bahwa Program Percepatan Pembangunan Desa/ Kelurahan
bedalan sesuai prinsip dan prosedur, dengan melakukan monitoring dan
evaluasi serta komunikasi dan informasi dari berbagai pihak.

c. Pemantauan dan Pemeriksaan Berjenjang
Pendamping Kabupaten oan Pendamping Kecamatan bertanggung jawab untuk
memantau dan mengawasi kegiatan Program Percepatan Pembangunan
Desa/Kelurahan.
Mereka wajib melakukan pemeriksaan untuk mengetahui apakah pelaksanaan
setiap tahapan kegiatan sesuai dengan rencana dan apakah prinsip maupun
prosedur Program Percepa-tan Pembanguna-n Desa/Kelurahan diterapkan
dengan benar.

Pemeriksaan yang perlu dilakukan oleh Pendamping meliputi:
1) Pemeriksaan terhadap penerapan prinsip dan prosedur Program Percepatan

Pembangunan Desa/ Kelurahan.
Pemeriksaan terhadap pengelolaan dan penggunaan dana Program
Percepatan Pembangunan Desa/ Kelurahan.
Pemeriksaan terhadap poses pelaksanaan kegiatan termasuk pengelolaan
dokumen dan administrasi.

4l Pemeriksaan terhadap kualitas proses pelaksanaan dari setiap tahapan
kegiatan.

3.3.2. Audit dan Pemeriksaan Keuangan
a. Pemeriksaan Rutin

Pemeriksaan rutin dilakukan oleh Pendamping Kabupaten, Pendamping
Kecamatan pada setiap kunjungan ke desa/kelurahan untuk memeriksa proses
pelaksanaan kegiatan serta pengelolaan dananya. llasil pemeriksa.an rutin
dibahas bersama PTPKD/K, kernudian mereka diberi saran-saran perbaikan
yang diftrlis dalam buku bimbingan.

b. Audit Internal
Audit internal dilakukan oleh Pendamping Kabupaten dan Pendamping
Kecamatan. Audit internal meliputi pemeriksaanlpenilaian terhadap proses
pelaksanaan kegiatan Program Percepatan Pembangunan DesalKelurahan,
termasuk didalamnya kinerja pendamping dan penanganan masalah. Kegiatan
ini dapat juga dengan
pondamping dan penanganan masalah. Kegiatan ini dapat juga dengan
melibatkan pendamping dari lokasi kecamatan lain yang berbeda dengan
keeamatan yarag akan diaudit (arrdit silang). Mengenai mekanisme, indikator,

z)

3)
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internal ini disusun dalamparameter dan langkah kerja dalam kegiatan audit

sebuah panduan tersendfi.

c. Pemeriksaan Eksternal Stmkhrral
Pemeriksaan eksternal struktural secara resmi
Inspektorat Kabupaten Sarolangun selaku APIP
Pemerintah).

3.3.3 Erraluasi

akan dilaksanakan oleh
(Aparat Pengawas Intern

Evaluasi dalam Prograrn Percepatan Pembangunan DesaT'Kelurahan dapat
dilakukan pada saat selesainya suatu tahapan kegiatan atau pada saat berakhirnya
satu fase program. T\,rjuan evaluasi adalah untuk menilai hasil pelaksanaan
kegiatan yang teiah dilakukan berikut kualitasnya, termasuk didalamnya adalah
kinerja para pelaku Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan.
Sedangkan pada akhir program, evaluasi lebih ditujukan untuk melihat dampak
program. Hasil dari pemantallan, pemeriksaan dan pengawasan dapat dijadikan
dasar dalam evaluasi pelaksanaan prograrn di desa/kelurahan maupun di
kecamatan. Hasil evaluasi dapat dijadikan sebagai dasar upaya perbaikan terhadap
kelemahan dan mengatasi hambatan yang terjadi.

Apabila dari hasil penilaian isi laporan dinyatakan terjadi penyimpangan dari
rencana, kriteria, atau stanoar yang ditentukan, maka oiiakukan pengecekan ke
lapangan, melalui berbagai sumber yang dapat dipercaya.
Sementara itu, kegiatan evaluasi juga dapat dilakukan pada saat tertentu (bisa
dilakukan di pertengahan atau pada akhir tahun program atau siklus). Hasil
kegiatan evaluasi yang dilakukan perlu diketahui juga oleh pelaku-pelaku di
la-pangan. Indikator yang dipakai dalam evaluasi adalah sebagai berikut:
Indikator sukses: Dirumuskan dari tujuan spesifik yang ingin dicapai dari setiap
jenis kegiatan dalam Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan, misalnya
tingkat partisipasi, tingkat perkembangan kelembagaan, dan jumlah prasarana
sarana yang terbangun serta tingkat pertumbuhan ternak sapi maupun budi daya
ikan dan lain-lain.
lndlkator kinerja : Dirumuskan dari tujuan khusus Program Percepatan

Pembangunan Desa/Kelurahan, misalnya adakah peningkatan partisipasi
masyarakat, adakah peningkatan kualitas kelembagaan.Indikator parameter, dan
mekanisme evaluasi untuk ketiga hal tersebut di atas sesuai dengan mekanisme
yang telah ditetapkan.

3.3.4 Pelaporan

Pelaporan merupakan proses penyampaian data dan atau informasi mengenai
perkembangan atau kemajuan setiap tahapan dari pelaksanaan program, kendala
atau permasalahan yang terjadi. penerapan dan pencanaian dari sasaran atau
tujuan Program Percepatan Pembangunan Desa/ Kelurahan.

Mekanisme pelaporan dalam pelaksanaan Prog.r-am Percepatan Pembaregunan
Desa/Kelurahan dilakukan melalui jalur struktural dan jalur fungsional, sebagai
upaya untuk mempercepat proses penyampaian data dan atau informasi dari
iapangan atau desalkelurahan ke tingkat Kecamatan dan Kabupaten.

Agar dapat diperoleh laporan yang lengkap dan informatif, maka materi yang
disajikan minimal harus memperlihatkan 6 (enam) hal penting, yaitu:

1 ) Kepgiatan-kegiatan yang sedang dilaksanakan,
2) Pencapaian sasaran dan atau target dari kegiatan yang sedang dilaksanakan,
3) Gambaran kernajuan dari pelaksanaan kegiatan,
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4) Target dan realisasi biaya dari kegiatan yang sedang dilaksanakan,
5) Kendala dan permasalahan yang dihadapi, termasuk tindak lanjutnya,
6) Gambaran dan atau tingkatan partisipasi masyarakat clalam pelaksanaan

program.

Sistem laporan Cart PTPKD/K dalam Program Percepatan Pernbanganan
Desa/Kelurahan dibuat. Sistem laporan mengutamakan informasi yang akurat.

Pelaporan jalur struktural melibatkan beberapa pihak baik sebagai pembuat
maupun penerima laporan seperti PTPKD/K, Kasi PMD atau Pejabat Kecamatan
yang ditunjuk, Camat, Tim Koordinasi Program Percepatan Pembangunan
Desa/Kelurahan Kabupaten, Mekanisme untuk pelaporan jalur stmktural
dilakukan secara berjenjang sebagai berikut:
1) Ketua Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa/Kelurahan (PTPKD/K)

dengan bimbingan dari Pendamping Lokal Desa, Pendamping Desa (Kecamatan)
dan Tenaga Ahli (Kabupaten) membuat laporan bulanan yang ditujukan kepada
Penanggung Ja'wab K.ecamatani.

2) Penanggung Jawab Kecamatan dengan Pendamping Lokal Desa, Pendamping
Desa (Kecamatani dan Tenaga Ahli (Kabupaten) menelaah dan mengambil
langkah-Iangkah yang diperlukan setelah menerima laporan dari PTPKDIK.

3) Selanjutnya Penanggung Jawab Kecamatan men5rusun dan membuat laporan
bulanan yang ditujukan kepada Bupati c.q Tim Koordinasi Program Percepatan
Pembangunan Desa/Kelurahan Kabupaten dengan tembusan kepada Camat dan
arsip, format laporan tercantum dalam lampiran peraturan ini.

4) Dalam hal yang dipandang perlu untuk dilaporkan secara mendesak atau
bersifat khusus, dapat dilakukan diluar mekanisme laporan berkala. Untuk
laporan ini bentuk dan waktunya bebas.

5) Laporan Akhir Pelaksanaan Kegiatan (SPJ) meliputi Pertanggungja'waban
Pengelolaan Keuangan serta progress pelaksanaan kegiatan yang dilampirkan
dengan bukti-bukti yang sah sesuai peraturan dan perundang-undangan yang
berlaku.

6) Laporan Akhir Kegiatan (SPJ) selanjutnya disampaikan kepada Bpk. Bupati
Sarolangun cq. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten
Sarolangun dengan Tembusan disampaikan kepada Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa (Dinas PMD) Kabupaten Sarolangun.

3.3.5. Pengelolaan Pengaduan dan Masalah

Pengelolaan pengaduan dan masalah merupakan bagian dari tindak lanjut hasil
kegiatan pemantauan, pengawasan dan pemeriksaan. Setiap pengaduan dan
masalah yang muncul dari masyarakat atau pihak manapun yang berkompeten
melakukan pemantauan, pengalr'asan, dan pemeriksaan harus segera ditanggapi
secara serius dan proposional serta cepat. Munculnya pengaduan terhadap
pelaksanaan kegiatan merupakan wujud pengawasan oleh masyarakat. Pengaduan
terhaoap pelaksanaan Frogram Percepatan Pembangunan DesalKelurahan oapat
dilakukan melalui:

1) Surat/berita langsung/SMS/email kepada Pendamping Kecamatan, Pendamping
Kabupaten maupun tenaga ahli Program Percepatan Pembangunan
Desa/Kelurahan lainnya.

2) Surat/berita langsung/SMS/email kepada aparat pemerintahan yang terkait,
seperti Kasi PMD atau Pejabat Kecamatan dan Tim Koordinasi Program
Percepatan Pembangunan Desa/ Kelurahan.

Dalam men€tngani setiap pcngaduan dan permasalaham dilakukan berdasarkan
prinsip-prinsip :

a. Identitas yang Pelapor pengaduan harus dirahasiakan.
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b. Berjenjang yaitu semua pengaduan ditangani pertama kali oleh pelaku program
Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan setempat. Jadi bila permasalahan
muncul di tingkat desa. maka pertama kali yang bertanggung jawab untuk
menanganinya adalah masyarakat desa tersebut difasilitasi oleh Kasi PMD atau
pejabat kecamatan yang ditunjuk, Pendamping Lokal Desa/Kelurahan dan
Kepala Desa/Lrirah. Pelak;.u di jenjang atasrry'a nno-raantana perkembasgan
penanganan. Bila pelaku di tempat tidak berhasil menangani pengaduan, maka
pelaku di jenjang atasnya memberi rekomendasi penyelesaian atau bahkan turut
memlasilitasi proses penyelesaiannya.

c. Transparan dan Partisipatif yaitu sejauh mungkin masyarakat harus diberitahu
dan dilibatkan dalam proses penarlganan pengaduan terhadap masalah yang ada
di wilayahnya dengan difasilitasi oleh Pendamping. Sebagai pelaku utama
pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan, masyarakat
harus disadarkan untuk selalu mengendalikan jalann-rra kegiatan.

d. Proporsional yaitu penanganan sesuai dengan cakupan kasusnya. Jika
kasusnya hanya berkaitan dengan prosedur, maka penanganannyapun har-us
pada +Jngkatan prosedur sda. Jika permasalahann5ra berkaitan dengan prosedur
dan pengaduan dana, maka masalah atau kasus yang ditangani tidak hanya
masalah prosedur atau penyalahgunaan dana sqja.

e. Objektif yaitu sedapat mungkin dalam penanganan pengaduan, ditangani secara
objektif. Artinya pengaduan-pengaduan yang muncul harus selalu druji
kebenarannya, melalui mekanisme uji silang. Sehingga tindakan yang dilakukan
sesuai dengan data yang sebenarnya. Tindakan yang dilakukan bukan
berdasarkan pemihakan salah satu pihak, melainkan pemihakan pada prosedur
yang seharusnya.

f. Akuntabilitas yaitu proses kegiatan pengelolaan pengaduan dan masalah serta
tindak lanjutnya harus dapat dipertanggtrngjawabkan pada masyarakat sesuai
dengan keteritrrari dan prcsedur yang berlaku.

g. Kemudahan yaitu setiap anggota masyarakat terutama kelompok perempuan dan
laki-laki, harus mudah untuk menyampaikan pengaduan/masalah.
Pengadulpeiapor dapat menyampaikan pengaduan ke jenjang yang paiing mudah
dijangkau dengan menggunakan medialsaluran pengaduan yang telah dibangun
oleh program dan/atau yang telah ada di lingkungannya.

h. Cepat dan akurat yaitu setiap pengaduan dan permasalahan perlu
ditangani/ditanggapi secara cepat dengan menggunakan informasi yang akurat.
Untuk itu penanganan pengaduan dan masalah diupayakan penyelesaiann5ra
pada tingkat yang terdekat.

4. KEBERLANJUTAN KEGIATAN

Pengelolaan kegiatan Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan harus
dijamin dapat memberi manfaat kepada masyarakat secara berkelanjutan
{sustainable). Disamping manfaat dari hasil kegiatan. aspek pemberdayaan.. sistem
dan proses perencanaan, aspek good gouerrLance, serta prinsip-prinsip Program
Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan harus memberi dampak perubahan
positi{ secara berkelanjutan bagi masSraraka+,. Unt..rk dapat meacapai hal itu rnaka
semua pelaku Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan harus
rnengetahr.ri dan fframpr-r rnernahzuni latar belakang, dasar pemikiran, prinsip,
kebijakan, prosedur, dan mekanisme Program Percepatan Pembangunan
Desa/ Kelurahan secara benar.

3.4.1. Hasil Kegiatan

Hasil-hasil kegiatan Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan yang
bcrupa prasarana, merupakan aset bagi masyarakat yang har-us dipelitrara,
dikembangkan, dan dilestarikan. Sebagaimana sanksi yang ditentukan dari
neotrerit--fo-h L.-a.h.rr-rn ii1-- hn-qil.7.pal.c,.t*.n tiAol-.1il-ol^1o Aonnnn 1-^il- sano-*i +iA^1.
Hvrarur rrrLqrr, uqrr vv 4 Jr^c rrcoaa AUEraLall Lr-ri<-1h 'Lii|hEl.-Lrjlci 'u\.ijr'5ci'ii irdi.li, irvP-'vl Li Li'\i(iil

terpelihara atau bahkan tidak bermanfaat rnaka desa/kelurahan tidak akan
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mendapat dana Program Percepatan Pembangunan DesalKelurahan untuk tahun
berikutnya dan atau di kurangi. akan mendapatkan kucuran dana yang lebih
besar.

3.4.2. Proses Keberlanjutan

Keberlanjutan kegiatan merupakan tahapan pasca pelaksanaem yang dikelola dan
merupakan tanggung jawab rnasyarakat. Namun demikian dalam melakukan
tahapan pelestarian, masyarakat tetap berdasarkan atas prinsip Program
Percepatan Pembangunan Desal Kelurahan.

Hasil yang diharapkan dari upaya Keberlanjutan kegiatan adalah:
a. Keberlanjutan proses dan penerapan prinsip, sistem, mekanisme Program

Percepatan Pembangunan Desa/Keh-lrahan dalam pelaksanaan pembangunan
secara partisipatif di masyarakat dan pengintegrasian dengan sistem
pembangunan reguler,

b. Menjamin berfungsinya secara berkelanjutan prasarana/sarana yang telah
dibangun, kegiatan yang rnerrrrrrjang kualitas hidrrp masyarakat,

c. Menjamin kelanjutan sistem dan mekanisme pengelolaan oleh masyarakat,

d. Meningkatkan berfungsinya keiembagaan masyarakat di desalkelurahan dan
kecamatan dalam pengelolaan prograrn,

e. Menumbuhkan dan meningkatkan rasa memiliki masyarakat terhadap hasil
kegiatan yang telah dilaksanakan.

3.4.3. Komponen Pendukung Keberlar$utan

Guna mendukung upaya keberlanjutan maka diperlukan beberapa komponen:

a. Peninglatan kemampuan teknis dan manqierial yang harus dimitiki oleh
kelompok-kelompok masyarakat, PTPKD/K, serta pelaku-pelalm lain Program

b. Percepatan Pembanguna:r Desa/Kelurahan di desalkelurahan dan kecarnatan,

c. Penyediaan sistem dan mekanisme monitoring, evaluasi, perencanaan, dan
pengendalian secara partisipatif yang memungkinkan angota masyarakat dapat
mengetahui serta ikut mengontrol kegiatan yang direncanakan, sedang berjalan,
maupun yang sudah selesai dilaksanakan,

d. Penguatan lembaga-lembaga masyarakat di kecamatan dan desa/kelurahan,
termasuk lembaga pengelola prasarana/ sarana.

Selama tahap keberlanjutan masyarakat secara kontinyu sangat diharapkan.

3.4.4. Pemeliharaan

Pemeliharaan hasil kegiatan Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan
diarahkan kepada adanya perawatan dan pengembangan berbagai sarana dan
prasarana yang ada, sehingga dapat secara tems-menerus dimanfaatkan oleh
masyarakat. Aparat Pemerintahan Desa membuat aturan tentang pemeliharaan
hasil kegiatan yang ditetapkan dalam Peraturan Desa.
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Petuqjuk Teknis Pelaksanaan Program Percepatarl Pembangunan Desa/Kelurahan
Kabupaten Sarolangun, disusun sebagai bahan acuan untuk pelaksanaan program
pemerintah daerah yang pro rakyat. Melalui Petunjuk Teknis ini diharapkan agar
sel,arrh pihak- dapat mengetahui dan memaharai maksud, t.rjuan, d.an prinsip
program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan. Sehingga Program Percepatan
Pembangunan Desa/Kelurahan dapat dilaksanakan lebih efisien, efektif,
transparan, akuntabei, dan dapat dipertanggungiawabkan.
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